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Abdul Malik Mufty. PERBANDINGAN STRATEGI ANTARA KOMISI 
PEMBERANTASAN KORUPSI (INDONESIA) DENGAN INDEPENDENT 
COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONG KONG) DALAM 
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI 
Skripsi. Program Strata 1, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2021. 
Sejak kpk dibentuk pada tahun 2003 kpk telah memberikan banyak kontribusi 
dengan mengungkap banyak kasus korupsi yang menimbulkan kerugian bagi 
negara, namun kpk tetap di golongkan sebagai badan anti korupsi baru jika 
dibandingkan dengan ICAC HongKong. ICAC berdiri sejak tahun 1974 dan ICAC 
menjadi role model sebagai badan anti korupsi terbaik di dunia. Perbedaan Strategi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Indonesia Dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC) 
Hongkong terletak pada pelaksanan nyaInstitusi badan anti korupsi KPK tidak bisa 
memaksimalkan kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi anti korupsi 
seperti ICAC sebagai role model.  
Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisa strategi pencegahan dan pem-
berantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indone-
sia dan Independent Commission Against Corruption (ICAC) HongKong. (2) Un-
tuk menganalisa persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan pemberantasan 
korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dengan Independ-
ent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong. (3) Untuk menganalisa 
pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, pendekatan yang digunakan 
pendekatan komparatif, teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumen atau 
studi pustaka dan dianalisis dengan metode kualitatif dengan alur berpikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menunjukan pencegahan dan pemberantasan korupsi an-
tara KPK dan ICAC menggunakan model strategi yang sama dalam mengatasi 
korupsi, sedangkan perbedaan terletak pada pelaksanannya dimana pencegahan  
KPK dengan pendekatan pendidikan sedangkan ICAC menggunakan pendekatan 
hukum. Pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indo-
nesia telah dilakukan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasari oleh tinjauan imple-
mentasi UNCAC. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membu-
tuhkan dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 








Abdul Malik Mufty. COMPARISON OF THE STRATEGY BETWEEN THE 
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (INDONESIA) AND THE INDE-
PENDENT COMMISSION AGAINST CORRUPTION (HONG KONG) IN COR-
RUPTION PREVENTION AND ERADICATION. Strata 1 Program, Faculty of Law, 
Pancasakti University Tegal, 2021. 
Since the kpk was formed in 2003, the kpk has made many contributions by 
uncovering many corruption cases that have caused losses to the state, but the kpk 
is still classified as a new anti-corruption agency when compared to the Hong Kong 
ICAC. ICAC was founded in 1974 and ICAC has become a role model as the best 
anti-corruption agency in the world. The difference between the Indonesian Cor-
ruption Eradication Commission (KPK) and the Independent Commission Against 
Corruption (ICAC) Hong Konglies in its implementation. The KPK's anti-corrup-
tion agency cannot maximize its ability to implement anti-corruption strategies 
such as ICAC as a role model. 
This study aims: (1) To analyze the strategy of preventing and eradicating 
corruption carried out by the Indonesian Corruption Eradication Commission 
(KPK) and the Independent Commission Against Corruption HongKong (ICAC). 
(2) To analyze the similarities and differences in the strategies for preventing and 
eradicating corruption between the Indonesian Corruption Eradication Commis-
sion (KPK) and the Independent Commission Against Corruption HongKong 
(ICAC). (3) To analyze reforms in the context of eradicating corruption in Indone-
sia. 
This type of research is research normative, the approach used is a compar-
ative approach, the data collection technique is through document studies or liter-
ature studies and analyzed by qualitative methods with deductive thinking lines. 
The results of this study show that the prevention and eradication of corrup-
tion between the KPK and ICAC uses the same strategy model in overcoming cor-
ruption, while the difference lies in the implementation where the prevention of the 
KPK uses an educational approach while ICAC uses a legal approach. Reforms in 
the context of eradicating corruption in Indonesia have been carried out with the 
ratification of Law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law 
Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission based on 
a review of UNCAC implementation. 
Based on the results of this study, it is hoped that it will become information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need within the 
Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 









 Kekuatan menimbulkan sedikit korupsi, tetapi kelemahan menimbulkan ban-
yak korupsi. (Errick Hoffer) 
 Sebuah pemerintahan yang hanya melindungi kepentingan bisnis, tak lebih 
dari sekedar cangkang, segera runtuh oleh korupsi itu sendiri dan pem-
busukan. (Amos Bronson Aleott) 
 The duty of youth is to challenge corruption. (Kurt Cobain) 
 Jangan gunakan cara yang berdosa untuk melakukan kebaikan. Jangan 
korupsi untuk bersedekah. (Quraish Shihab) 
 Semua orang harus bisa bergerak, ikut menyebarkan semangat anti korupsi 
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A. Latar BelakangG  
Korupsi sudah ada pada awal kehidupan manusia, berdasar pada sejarah 
yang ada korupsi dimulai di zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, abad 
pertengahan, sampai dengan masa sekarang. Bentuk korupsi zaman Romawi 
yaitu dengan memeras wilayah jajahannya yang dilakukan oleh para jenderal 
untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi juga dilakukan oleh bangsawan 
kerajaan pada masa abad pertengahan. Jadi singkat kata korupsi merupakan 
masalah besar yang sudah ada sejak dulu dan terbukti tercatat oleh sejarah.1 
Korupsi pada kenyataannya adalah istilah yang baru/modern, namun 
bentuk dari korupsi itu sendiri telah ada sejak lama. Sekitar 2.000 tahun sebe-
lumnya, seorang Indian yang mengisi jabatan sebagai perdana menteri, me-
nyusun sebuah buku berjudul “Arthashastra” yang berbicara tentang masalah 
korupsi di saat itu.2 Dalam riwayat Islam, pada abad ketujuh Nabi Muham-
mad SAW juga mewanti-wanti para pengikutnya untuk melepaskan segala 
jenis aktifitas yang menindas orang lain yang dikenal sebagai korupsi.3 
                                                          
1 Ridlwan Nasir, Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, Surabaya : IAIN Press dan 
LKiS, 2006, hlm. 277. 
2 Ahmad Fawa’id, Sultonul Huda, NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, Jakarta: 
Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006, hlm. 1. 
3 Muhammad Azhar (Et.al), Pendidikan Antikorupsi, Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, 




Sebelum kemerdekaan Indonesia telah diwarnai oleh budaya korupsi 
yang melekat, didorong oleh niat untuk memperoleh kekuasaan, kekayaan, 
dan wanita. Ternyata pada jaman kerajaan sebutan tahta, harta dan wanita su-
dah saling berkaitan.4 Hal ini dapat dinilai sebagai faktor penyebab kehancu-
ran para penguasa pada masanya. Misalnya musnahnya (Sri Wijaya, 
Majapahit dan Mataram) adalah adalah karena kebiasaan buruk korupsi seba-
gian besar mereka. Seperti yang di ungkapkan oleh Mochtar Lubis dan James 
C. Scott budaya korupsi telah dilakukan oleh para individu-individu masa lalu 
yaitu pada masa kerajaan di mana terletak pada organisasi patrimonial di da-
lam struktur kekuatan abad pertengahan. Korupsi pada jaman kerajaan men-
cakup para bangsawan dibawah raja, cara hidup yang sangat tertutup dan sarat 
dengan kecurangan mendukung budaya korupsi. Tidak jarang abdi dalem 
juga melakukan perbuatan korupsi dalam mengambil setiap pungutan dari 
rakyat yang akan diserahkan kepada demang kemudian demang akan mem-
berikan kepada tumenggung.5 
Korupsi adalah masalah besar dan sulit. Ini bukan hanya menjadi ma-
salah besarnbagi negaraaIndonesia tetapi jugaabagi berbagai negara, baik 
negaraamaju maupun negaraaberkembang. Korupsi itu sendiri bukannsaja 
merupakan pelanggarannhak sosialndan ekonomi masyarakat, sehinggaake-
jahatan korupsi saat ini tidakkdapat dikategorikan sebagai kejahatannbiasa 
(ordinary crimes) tetapi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinaryycrimes). 
                                                          
4 St. Halimang, Pendidikan Anti-Korupsi Pendekatan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: 
Bildung, 2020, hlm. 5. 
5 I Wayan Joniarta, “Banalitas Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Dari Perspektif 




Korupsi adalah jenis aktivitas atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 
individu atau kumpulan individu, dan bahkan secara jelas disebut sebagai per-
buatan yang melanggar hukum.6 
Korupsi kini telah menjadi publiccenemy bagi masyarakattbaikkdi In-
donesia maupunninternasional. Korupsi bukanlah hal baru di Indonesia, maka 
dari itu masalah yang paling penting saat ini untuk diselesaikan adalah masa-
lah korupsi. Hal ini dikarenakan semakin meluasnya kejahatan korupsi di In-
donesia yang menjadikan semakin sulit korupsi untuk diberantas. 
Pada semester pertama tahun 2020, Indonesian Corruption Watch 
(ICW) menemukan terdapat 169 kasus korupsi yang ditangani oleh para apa-
rat hukum. Ada 372 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh para ahli 
hukum dari berbagai profesi. Nilai kerugian negara yang berhasil ditentukan 
adalah Rp 18,1 triliun. Sementara itu, besaran suap yang secara efektif 
diungkap oleh penegak hukum adalah sebesar Rp. 20,2 milyar, dan jumlah 
pungutan liar adalah Rp. 44,6 miliar. Secara umum, secara konsisten ada 28 
kasus korupsi dengan 62 tersangka ditetapkan oleh penegak hukum. Dengan 
catatan tersebut maka setiap institusi penegak hukum meneliti 9 (sembilan) 
kasus korupsi dengan 20 tersangka setiap bulannya. Dari 169 kasus korupsi 
yang ditangani oleh aparatur hukum, 23 di antaranya atau sekitar 13,6 persen 
merupakan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, kasus korupsi 
                                                          
6Happy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara, “Analisis Faktor-
Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik”, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan 




dengan strategi tangkap tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus atau sekitar 4,1 per-
sen. Sisanya, 139 kasus atau sekitar 82,3, merupakan kasus baru yang dijajaki 
pada semester satu tahun 2020.7 
Sampai saat ini, pemerintah Indonesia tidak hanya diam untuk men-
galahkan kejahatan korupsi. Upaya pemerintah untuk memusnahkan korupsi 
dibantu melalui kebijakannbaik peraturannperundang-undangannmaupun 
denganncara membentukkbadan anti korupsi yanggmemiliki kewenangan 
langsung dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Badan anti korupsi dalam hal ini adalah bagian dari institusi anti-
korupsi berupa organisasi pemerintah yang independen atau bukan bagian 
dari departemen pemerintah. Tugasnya spesifik untuk menegakkan peraturan 
anti korupsi beserta pencegahannya. Meskipun beberapa Negara menyebut 
institusi ini sebagai Komisi Independen (Independent Commission), jenis in-
stitusi ini dalam ranah akademik umumnya lebih dikenal sebagai ACA (Anti 
Corruption Agency) dan dikategorikan dalam birokrasi pemerintahan sebagai 
badan public non-departemen. Para sarjana hukum biasa menyebutnya 
dengan state auxiliary body.8 
Dibentuknya institusi badan anti-korupsi ini menurut Jeremy pope, 
direktur penelitian dari NGO (Non-Governmental Organization) anti korupsi 
Transparency International merupakan sebagai akibat dari semakin rumit 
dan canggihnya cara pelaku melakukan korupsi. Selain itu, institusi penegak 
                                                          
7Wana Alamsyah, LaporannPemantauannTren PenindakannKasussKorupsiiSemester I 
2020, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2020, hlm. 12. 
8Rizki Febari, PolitikkPemberantasannKorupsi StrategiiICAC Hongkong DengannKPK In-




hukum konvensional semacam kepolisian juga dianggap semakin tidak 
mampu lagi mengungkap dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan. 
Bahkan dalam sistem yang dihinggapi korupsi yang sistemik, bisa jadi 
mekanisme penegakan hukum konvensional telah dipenuhi dengan pejabat-
pejabat yang korup juga didalamnya.9 
Strategi pemberantasan korupsi dengan membentuk badan anti-korupsi 
pun menjadi semakin problematik, karena PBB pada tahun 2003 melalui kon-
vensi anti korupsi UNCAC (UniteddNations ConventionnAgainsts Corrup-
tion) meminta semua Negara yang meratifikasi konvensi tersebut untuk mem-
bentuk institusi badan anti korupsi. Indonesia merupakanisalahisatuuNegara 
yang meratifikasiikonvensiitersebuttpada tahun 2003. Dalam berbagai survey 
Indonesia diklasifikasikan sebagai Negara dengan masalah korupsi ter-
buruk.10 
Transparency International (TI) menerbitkannIndekss PersepsiiKor-
upsi Indonesia, berdasarkannmetodologiiiTI dariisurveyyIndekssPersepsi 
Korupsii Internasional.11 Pada 2003 Transparency International menyebut 
IPK Indonesia berdasarkan survey  adalah 1,9 dan bersamaadengannKenya, 
Indonesia menjadi Negara paling koruppnomor 66dari 1333negara yang di 
survey oleh Transparency International. Menurut TI institusi yang paling ser-
ing terjadi korupsi adalah peradilan, partai politik, dan kepolisian.12 
                                                          
9Ibid., hlm. 2. 
10Ibid., hlm 3. 
11TII e-newsletter_edisi_iii_Desember_2013.pdf 
12Arin Swandari, Cisya Satwika, Lilyani Harsulistyati, KPK Berdiri Untuk Negeri, Jakarta: 




Permasalahan korupsi jika dilihat dari literatur mengenai studi korupsi 
dan strategi anti korupsi yang ada, banyak studi mengenainya berasal dari 
para ekonom dengan pendekatan positivistik, para ahli hukum dengan pen-
dekatan legalistik, dan para ilmuwan sosial yang menggunakan pendekatan 
kultural. Menurut pandangan para sarjana hukum, terjadinya korupsi akibat 
kurangnya peraturan-peraturan anti korupsi yang dibutuhkan. 
Sebagai bentuk kesungguhan pemerintah dalam upaya memberantas 
korupsi di Indonesia, pemerintah mulai membentuk TAPpMPRrRI No. 
Xl/19988tentangggpenyelenggarannNegaraayanggbersihh dannbebassKKN, 
yang kemudian diikuti  dengan  lahirnyaaUndang-Undang Nomor 288tahun  
1999 tentang PenyelenggarannNegara yang Bersihhdan  Bebas  dari  Korupsi,  
KolusiidannNepotisme,  Undang-Undang Nomor 311tahun 1999  tentangg 
PemberantasannTindak  Pidana  Korupsiiyanggselanjutnyaadiubah  menjadi 
Undang-Undang Nomor  20  tahun  2001  dan  Undang-Undang Nomor  30  
tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  
(KPTPK), hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah sungguh-sungguh 
memperbaiki penyelenggaraan negara yang bergantung pada prinsip-prinsip 
good governance. 
Pemerintah pada tahun 2019 memperbarui regulasi undang-undang 
KomisiiPemberantasannKorupsi dengan menetapkannUndang-Undang Re-
publik Indonesia Nomor 199tahun 20199tentang PerubahannKedua AtassUn-
dang-undang Nomor 300tahun 20022tentang KomisipPemberantasannTin-




Pemberantasan Korupsi dirasa kurang memadai, lemahnyaakoordinasi antar 
penegakkhukum, pelanggarannkode etik oleh pimpinanndan stafkKomisi 
PemberantasannKorupsi, seperti halnya persoalan dalammpelaksanaanntugas 
dannwewenang, Khususnya pelaksanaanntugas dannwewenang Komi-
sipPemberantasannKorupsi yang tidak persis sama dengan pengaturan hukum 
acaraapidana, lemahnya koordinasin dengan sesamaaaparatur penegak 
hukum, adanya masalah penyadapan, kurang koordinasi antara penyidik 
dengan penyelidik, adanya tumpanggtindih kewenanganndengan berbagai in-
stansihhukummyang berbeda, serta tidak adanyaalembagaapengawas untuk 
mengawasi pelaksanaanntugas dan kewenangan KomisipPemberantasan 
Korupsissehinggaaterdapat cacat dan tidak adanya tanggung jawab dalam 
pelaksanaan kewajiban dan kewenangan untuk memberantas korupsi oleh 
komisi pemberantasan korupsi.  
Pembentukan lembaga antikorupsi ini tidak menjamin keberhasilan da-
lam pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan juga tidak menjamin 
hilangnya korupsi didalam suatu negara. Survey rutin dilakukan oleh lembaga 
independen yaitu Transparency international (TI) menggunakan  pendekatan 
Corruption Perception Indexx(CPI), CPIIadalah indeksKmengenai persepsi 
korupsiidiisuatuunegara.IIndeks ini diumumkannsetiap tahunnoleh Trans-
parency International. CPI 20200mengacu pada 133survei dan penilaian ahli 
untukkmengukurrkorupsi sektorrpublik di 1800negara dannteritori. Penilaian 




bersih. CPI Indonesia tahunn20200berada di skor 37/100 dannberadaadi per-
ingkat 1022dari 1800negara yanggdisurvei. Skorrtersebut berkurang 33poin 
dari tahunn20199lalu.13 Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) 
penyebab indeks persepsi korupsi Indonesia menurun disebabkan oleh 3 hal 
yaitu ketidakjelasan orientasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pem-
berantasan korupsi, kegagalan reformasi penegak hukum dalam me-
maksimalkan penindakan perkara korupsi dan performa KPK yang menurun 
dalam pemberantasan korupsi. 
KPK merupakannlembaga pemberantasann korupsii yang tergolong 
baru, maka dari itu KPK perlu mempelajari serta menganalisa lembaga an-
tikorupsi diiNegaraalain guna untukk mengetahuii faktor-faktor apaayang 
mempengaruhiikeberhasilanndalammpemberantasannkorupsi. Salah satu 
negara yang berhasil mengatasi masalah korupsi adalah HongKong. Badan 
Anti Korupsi yang dimiliki oleh HongKong adalah Independent Commision 
Against Coruption (ICAC). ICAC adalah organisasi pemeberantasan korupsi 
independen yang telah menjadi rujukan bagi beberapa negara di seluruh dunia 
sebagai role model yang efektif dalam pemberantasan kejahatan korupsi. 
ICAC HongKong sangat terkenal karena dianggap sebagai lembaga yang 
sukses dalam memerangi korupsi, menurut catatan sejarah di mana 
HongKong dulunya negara yang sangat korup dan sekarang HongKong ada-
lah salah satu negara yang cukup terbebaskan dari kejahatan korupsi. 
                                                          




Mencermati negara HongKong yang secara efektif menjalankan aturan 
hukum dalam memberantas kejahatan korupsi, sehingga HongKong bisa 
terbebas dari korupsi. Prinsip hukum yang kuat yang dimiliki HongKong, me-
lalui lembaga anti korupsi ICAC yang dianggap memiliki tugas dan 
kewenangan yang kuat, sehingga memudahkan ICAC untuk memberantas ke-
jahatan korupsi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tentang hukum 
pidana korupsi yang diterapkan di luar negeri yang telah berhasil melakukan 
penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.14 
Pada tahun 2020, HongKong menempati urutan ke 11 dari 180 negara 
yang memiliki skor 77/100. Pada tahun 2019 HongKong memiliki skor 76 
dan menempati urutan ke 16 dari 180, hal ini membuktikan keefektifan dan 
keseriusan ICAC HongKong dalammmencegahh dan memberantasstin-
dakkpidanaakorupsi. ICAC HongKong  merubah strategi pemberantasan 
korupsi yang dulunya menggunakann strategiipenindakannefek jeraayang 
maksimal, yaituudengannhukumannmati mengubah strateginya menjadi ke 
arah pencegahan dan membatasiistrategiipenindakannkarena terbuktiihuku-
mannmati atasspelakuukorupsi tidakkmenimbulkan efekkpencegahan dan 
efekkjeraayang signifikan.15 
Apa yang menjadi penyebab kesulitan KPK dalam melakukan strategi 
anti korupsinya? Dalam studi ini penulis mengembangkan argumen lebih 
                                                          
14Cynthia Dewi Kusumastuti, Ismunarno, “Perbandingan Tugas Dan Wewenang Independent 
Commission Against Corruption (Hongkong) Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) 
Dalam Pemberantasan Korupsi”, Recidive, Volume 4, Nomor 3, September- Desesember 2015, hlm 
275. 
15Romli Atmasasmita, Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, 




lanjut bahwa institusi badan anti-korupsi KPK ini tidak bisa memaksimalkan 
kemampuannya untuk mengimplementasikan strategi anti korupsi seperti 
ICAC sebagai role model, karena pola hubungan institusi-institusi politik 
dengan KPK berbeda dengan pola hubungan institusi-institusi politik 
HongKong dengan ICAC. Akibatnya, dukungan kemauan politik dari insti-
tusi-institusi politik dengan dua sistem politik yang berbeda berakibat pada 
perbedaan tingkat dukungan politik bagi kedua institusi anti korupsi ini juga. 
Selanjutnya ICAC HongKong akan dibandingkan dengan KPK Indone-
sia yang telah mencoba melakukan rekayasa institusi seperti di HongKong. 
Dengan melihat bagaimana institusi badan anti korupsi membuat 
perencanaan dan implementasi strategi anti-korupsi, seperti apa per-
bandingannya, dan mengapa terdapat persamaan dan perbedaan. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanaastrategiipencegahanndannpemberantasannkorupsiiyanggdi 
lakukannkomisiipemberantasannkorupsi (KPK) Indonesia dan inde-
pendenttcommissionnagainstacorruption (ICAC) HongKong? 
2. Apaapersamaanndann perbedaannstrategii pencegahann dannpember-
antasannkorupsi antaraakomisiipemberantasannkorupsi (KPK) Indone-






dana korupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1.  Untuk menganalisa strategii pencegahanndannpemberantasannkorup-
siiyanggdi lakukannkomisiipemberantasannkorupsi (KPK) Indonesia 
dan independenttcommissionnagainstacorruption (ICAC) HongKong. 
2. Untuk menganalisa persamaan dan perbedaan strategi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Indonesia dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC) 
Hongkong.  
3. Untuk menganalisaapembaharuanndalam rangka pemberantasann tin-
dakkpidanaakorupsi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. ManfaattTeorits 
a. Memberikannmanfaattpadaapengembangannilmu hukum. 
b. Hasillpenelitiannini diharapkanndapat menjadiisuatu tambahan 





c. Hasillpenelitianndiharapkan dapat menyumbangkannpemecahan 
atasspermasalahan yanggditeliti bergunaabagi para pihak-pihak 
yanggberkepentingan. 
  2.   Manfaat Praktiss 
a. Memberikannsuatuugambaranndan informasintentang penelitian 
yanggsejenis dannpengetahuan baginmasyarakat luasstentang 
strategi pencegahan pemberantasan korupsi yang dilakukan 
komisi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan inde-
pendenttcommissionnagainsttcorruption HongKong. 
b. Memberikannsuatuugambaranndan informasintentang penelitian 
yanggsejenis dannpengetahuan baginmasyarakat luasstentang 
adanya persamaan dan perbedaan strategiipencegahan dannpem-
berantasann korupsi yang dilakukannkomisi pemberantasann-
korupsi di Indonesia dengan independenttcommissionnagainstt 
corruption HongKong. 
c. Memberikannpendalaman, pengetahuanndan pengalamannyang 
baruukepada penulissmenganaiipermasalahannhukum yang 
dikaji, yang dapattberguna di kemudiannhari. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Kajian yang mendasari beberapa karya untuk membantu penyusun da-




dihindari. Sebagian dari tulisan tersebut cukup banyak diidentifikasikan 
dengan objek eksplorasi dan proposisi ini. Karya pustaka tersebut antara lain: 
Mega anjarsari, 2010, “Studi komparasi hukum pengaturan asas 
mekanisme pengambil alihan perkara (takeover mechanism principles) dalam 
penyidikan perkara korupsi menurut undang-undang nomor 30 tahun 2002 
tentang komisi pemberantasan korupsi (kpk) dengan hongkong independent 
commission against corruption”, persamaannya adalah membahas mengenai 
perbandingan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dengan 
hongkong. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, membahas ten-
tang persamaanndan perbedaannpengaturannasas mekanismee pengambil ali-
han perkara (takeover mechanism principles) dalam penyidikan perkara 
korupsi. Yang kedua, membahas tentang kecenderungannumum da-
lammperkembangan universall dalam bidanggpenyidikan korupsiiberdasar-
kan perbandinganntersebut.16 
Muhammad farhan, 2013, “Perbandingan pola kerja pemberantasan tin-
dak pidana korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi indonesia independ-
ence commission against corruption hongkong”, persamaannya adalah mem-
bahas perbandingan lembaga anti korupsi di Indonesia dengan lembaga ICAC 
HongKong. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, membahas ten-
tang perbandingan pola kerja pemberantasan lembaga KPK Indonesia dengan 
                                                          
16 Mega Anjarsari, Studi Komparasi Hukum Pengaturan Asas Mekanisme Pengambil Alihan 
Perkara (Takeover Mechanism Principles) Dalam Penyidikan Perkara Korupsi Menurut Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dengan Hongkong 
Independent Commission Against Corruption, Skripsi Sarjana Hukum, Surakarta: Perpustakaan 




ICAC HongKong. Yang kedua, Membahas mengenai pengertian korupsi, 
dampak korupsi, penyebab korupsi, pemberantasannkorupsi dan unitednna-
tionssconventionnagainst corruption (uncac).17 
Muhammad syafiq ridho, 2015,“Efektifitas kinerja pemberantasan 
korupsi dalam bidang penindakan, persamaannya adalah membahas tentang 
KPK (latar belakang berdirinya,tugas dan wewenang). Sedangkan perbe-
daannya adalah yang pertama, membahas mengenai Negara hukum,demo-
krasi dan pemberantasan korupsi. Yang kedua membahas efektivitas KPK da-
lam penindakan tindak pidana korupsi.18 
Rizqi nurul awaliyah, 2017, “Perbandingan pengaturan tindak pidana 
korupsi di Indonesia dan china dalam upaya pemberantasan tindak pidana 
korupsi”, persamaannya adalah membahas perbandingan lembaga anti 
korupsi di dua Negara yang berbeda, perbedaannya adalah yang pertama 
pengaturanntindakkpidana korupsiidi Indonesia dannChina,  dan yang kedua 
adalah upayaapembaharuan dalammrangka pemberantasanntindak pidana 
korupsiidi Indonesia.19 
                                                          
17 Muhammad farhan, Perbandingan Pola Kerja Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia Independence Commission Against Corruption 
Hongkong, Skripsi Sarjana Kriminologi, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik Universitas Indonesia, 2013. 
18 Muhammad syafiq ridho, Efektifitas Kinerja Pemberantasan Korupsi Dalam Bidang 
Penindakan, Persamaannya Adalah Membahas Tentang KPK (Latar Belakang Berdirinya,Tugas 
Dan Wewenang), Skripsi Sarjana Hukum, Jakarta: Perpustakaan Fakultas Syariah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. 
19 Rizqi Nurul Awaliyah, Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 
Dan China Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Sarjana Hukum, 




Sarmadan Pohan, 2018, “Perbandingan lembaga anti korupsi di indone-
sia dan beberapa negara dunia”, persamaannya adalah membahas per-
bandingan lembaga anti korupsi di sebuah Negara, perbedaannya adalah 
membahas mengenai caraakerja dari lembaga–lembagasanti korupsiidi 
negara– negaraadunia danndibandingkanndengan Indonesia.20 
 
F. Metode Penelitian 
Pengertiannpenelitiannhukum menurutnMorris L. Cohen didalam buku 
PeterrMahmud, Legal Researchhis theeprocess offfinding theelaw that gov-
ernssactivities innhumannsociety. Sedangkan PeterrMahmud Marzuki dalam 
bukunya mengatakan bahwa Penelitiannhukum ialahhsuatu prosessuntuk 
menemukann aturannhukum, Prinsip-prinsipphukum, maupunndoktrin-dok-
trin hukummguna menjawabbisu hukummyang dihadapi.21 Penelitian hukum 
dilakukannuntuk menghasilkannargumentasi, teorinatau konseppbaru se-
bagai preskripsi dalammmenyelesaikannmasalah yanggdihadapi. Elizabeth 
Nurhaini berpendapat bahwa penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu 
kegiatan ilmiah yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran ter-
tentu, dan mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-
gejala hukum tertentu yang kemudian melakukan analisa pada gejala hukum 
tersebut. Dalam penelitian hukum yang menjadi objek bahasannya adalah 
                                                          
20 Sarmadan Pohan, “Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa 
Negara Dunia”, Jurnal Justitia, Volume 1, Nomor 01, 2018. 





hukum atau kaidah (norma). Tujuan dari penelitian hukum adalah mencari 
atau menemukan kebenaran dalam disiplin ilmu hukum.22 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 
hukum normatif. Penelitian hukum normatif berdasarkan pada aturan 
perundang-undangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-un-
dangan maupun hubungan harmoni perundang- undangan. Menurut 
Elizabeth Nurhaini  dalam bukunya mengatakan bahwa, penelitian 
hukum normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi 
dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 
peraturan- peraturan tertulis atau bahan- bahan hukum lain. Penelitian 
ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Pada hakikatnya, penelitian hukum normatif 
merupakan penelitian hukum yang utama mengingat sumber hukum 
utama di Indonesia adalah undang-undang. Dalam penelitian normatif, 
digunakan metode pendekatan. Teori/konsep, dan metode analisis yang 
termasuk dalam disiplin hukum dogmatis. 
2. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (comparative 
approach). Pendekatan komparatif ini digunakan untuk mencoba 
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melihat perkembangan negara HongKong yang sebelumnya memiliki 
masalah korupsinya cukup buruk dan kemudian berubah menjadi lebih 
baik melalui pembentukan institusi badan anti-korupsi bernama ICAC. 
Selain itu, pendekatan ini juga diperlukan untuk mendapatkan infor-
masi mengenai persamaan dan perbedaan diantara kedua badan anti 
korupsi mnegenai strategi dalam pemberantasan korupsi. Dalam 
peneletian ini penulis membandingkan strategi badan anti korupsi di 
dua negara yaitu KomisipPemberantasannkorupsi (KPK) dengan Inde-
pendenttCommissionnAgainsttCorruption (ICAC) HongKong. 
3. Sumber Data 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai 
berikut: 
a. BahannHukumnPrimer 
Bahannhukummprimer adalahhbahan hukummyang bersi-
fattautoritatif, artinyaamempunyai otoritas. Bahannhukum primer 
yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD Negara 
RI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, hukum kebia-
saan (hukum adat), yurisprudensi, doktrin atau traktat. Bahan 
hukummprimer yanggdigunakanndalam penelitiannini yaitu    
Undang-undanggnomorr199tahunn20199perubahannkeduaaatas             
Undang-undanggnomor  300tahunn20022tentanggkomisi pem-
berantasanntindakkpidanaakorupsi, Undang-undanggnomor 20 








Bahannhukumnsekunder menurut Peter Mahmud Marzuki 
diantaranya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi 
hukum dan jurnal-jurnal tentang hukum.Disamping itu juga ka-
mus-kamus hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data berkaitan dengan pengumpulan data. 
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (penga-
matan), teknik komunikasi, dan studi dokumen (studi kepustakaan). 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber pada studi 
kepustakaan. Studinkepustakaannadalah suatuualatppengumpulannba-
han hukummyang dilakukannmelalui bahannhukummtertulis dengan 
menggunakan contentaanalysis yang berguna untuk mendapatkan lan-
dasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan pe-
rundang-undangan, dokumen, laporan atau hasil penelitian lainnya baik 
cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan. 
5. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah penelaahan dan penguraian atas data hingga 
menghasilkan kesimpulan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis 




digunakan adalah logika deduktif. Logika deduktif atau pengolahan ba-
han hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang ber-
sifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khu-
sus. Sedangkan analisa data dalam penelitian ini menggunakan jenis an-
alisis kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan melihat fakta yang 
ada dilapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh 
dari kepustakaan. Analisa kualitatif sendiri memberikan argumentasi 
atas hasil penelitian yang dilakukan dengan tujuan memberikan pen-
dapat mengenai benar atau salah atau seyogyanya menurut hukum atas 
fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian yang dilakukan. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Bab I: Pendahuluan, Bab I merupakan pengembangan dari proposal 
yang menyajikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II: Tinjauan Konseptual, Bab II menguraikan tentang norma-norma 
hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan mem-
perhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.  Bab II ini men-
guraikan tentang norma-norma hukum yang berhubungan dengan permasala-
han yang diangkat meliputi pengertian teori perbandingan hukum, tindak pi-
dana korupsi, badan anti korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (Indone-




Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab III ini menguraikan data 
atau informasi hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis, dan ditafsirkan. 
Akan tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu disusun sesuai aturan 
permasalahan dalam pembahasannya yang telah dikonstalasikan dengan tin-
jauan konseptual. Bab III ini Berisi tentang strategi pencegahan dan pember-
antasan korupsi yang dilakukan KomisipPemberantasannKorupsi (KPK) In-
donesia dan Independentt CommissionnAgainsttCorruption (ICAC) 
HongKong, apa persamaanndan perbedaannstrategi pencegahan dan pember-
antasan korupsi KomisipPemberantasannKorupsi (KPK) Indonesiaadengan 
IndependenttCommissionnAgainstsCorruption (ICAC) HongKong, dan pem-
baharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 
melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. 
Bab IV: Penutup, Bab IV merupakan kristalisasi yang telah dicapai da-
lam masing-masing bab sebelumnya dan menegaskan jawaban terhadap per-







A. Tinjauan Umum Perbandingan Hukum 
1. Sejarah Perbandingan Hukum 
Sejarah terbentuknyanperbandingannhukum dalamnilmu hukum 
yaitunsejak studiuperbandinganuhukum telah dimulaiuketika Aristo-
teles (384-322 SM) melakukanupenelitian terhadapu153 konstitusi 
Yunaniudan beberapa kotaulainnya yang dimuatudalam bukunya yang 
berjuduluPolitics. Solon jugaumelakukan penelitian atauustudi per-
bandingan hukumuketika menyusun hukumuAthena (650-558 SM).23 
Studi perbandinganuhukum berlanjut padauabad pertengahanudimana 
dilakukan studiuperbandingan antarauhukum Kanonik24 dan hukum 
Romawi, dan padauabad 16 di Inggrisutelah memperdebatkan 
kegunaanuhukum kanonikudan hukumukebiasaan.25 
Studioperbandingan tentangohukum kebiasaanodi Eropa pada 
waktuoitu telahodijadikan dasar penyusunanoasas-asas hukumoperdata 
(ius civile) di Jerman. Perkembanganoperbandinganohukumosebagai 
ilmu, relatifobaru dimana istilahocomparatif law atauodroit compare 
                                                          
23 Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: CV.Mandar Maju, 2000, 
hlm.1. 
24 Hukum kanonik adalah hukum gereja Katolik yang merupakan terjemahan dari Bahasa 
Latin Codex Iuris Canonici.  Kitab hukum ini memuat berbagai macam aturan hidup bagi semua 
kaum Katolik. 




baruodikenalodan diakui penggunaannyaoyang dimulai di daerah 
Eropa. Perkembanganopesat perbandingan hukumomenjadi cabang 
khususodalam studi ilmuohukum adalahobagian kedua pertengahan 
abad ke-18oyaitu yangodikenal sebagaioera kodifikasi. Perkembangan 
pengakuanoperbandingan hukumosebagai cabangoilmu hukum baru 
menghadapiokendala-kendala, antara lain disebabkan telahoberabad 
lamanya, ilmu hukumoyang sesuai dengan perintah Tuhan danober-
sumber padaohukum alam (natural law) sertaomencapai cita ke-
layakan, danosangat kurang memperhatikan hukum dalam kenyataan 
atauopenerapan hukum.  
Studiotentang hukumopositif ketika itu diabaikanodi perguruan 
tinggi, yang hanyaomengajarkanohukum Romawi danohukum Ka-
nonik. Sekalipunopengakuan terhadap perbandinganohukum sebagai 
disiplinohukum terjadi padaoabad ke 19, akan tetapioperkembangan 
yangosangat pesat terjadiopada abadoke-20. Adolf F. Schnitzer 
mengemukakan, bahwa baru pada abad ke-19 perbandingan hukum itu 
berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum dan yang menjadi 
pertanyaan mendasar yang dikembangkan pada abad ke-19 adalah se-
bagai berikut: 
a. Tujuan dan sifat perbandingan hukum; 
b. Kedudukan perbandingan hukum dalam kerangka ilmu hukum; 
c. Karakteristik dan metode perbandingan hukum; 




e. Kontroversi tentang perbandingan hukum yang berdiri sendiri 
dan perbandingan hukum sebagai metode. 
 
Menurut ReneoDavid perkembanganoperbandingan hukum pada 
abad ke-19oitu terutamaoterjadiodi Eropao (khususnyaoJerman, Pran-
cis, Inggris), danoAmerika. Pada mulanyaominat terhadap studi per-
bandinganohukum bersifatoperseorangan, sepertiodilakukanooleh 
Montesquieuo (Prancis), Mansfieldo (Inggris), dan Von Feuerbach, 
Thibaut danoGans (di Jerman). Kemudian berkembangodalam bentuk 
kelembagaan.26 
Pada tahun 1832odi Prancis berdirioInstitut Perbandingan 
Hukum dioCollege deoFrance dan tahun 1846oberdiri Institut Per-
bandinganoHukumodi University of France. Sedangkanodi Inggris pa-
daotahun 1846, sebuahoPanitia PendidikanoHukum (di bawah 
pengawasan Houseoof Common) mengajukanorekomendasi agar di 
Perguruan-perguruanoTinggi di Inggris dibentukoinstitut tentang per-
bandinganohukum. Usul ini berhubunganoerat denganoperkembangan 
kerajaanoInggris yangomenghadapi berbagaiosistem hukumoasing di 
negara-negaraojajahan (misal HukumoHindu di India). Usulotersebut 
terwujud padao1869 dengan terbentuknyaobadan/lembaga Historical 
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and ComparativeoJurisprudence dioOxford denganoketuanya Sir 
Henry Maine.  
Mr. J.P.H. Bellefroidodalamobukunya InleidingoTotoDe 
Rechtswtenschap In Nederland menejelaskanobahwa perbandingan 
hukum (rechtsvergelijking) merupakanocabang ilmu hukumoyang 
membandingkanohukum-hukum yangoberlakuodi berbagaionegara 
dan menyelidikiopersamaanoserta perbedaan darioperaturan-peraturan 
hukumotersebut. Ilmu perbandinganohukum dapatodan seringomem-
berikan jalanountuk mengambil alihoketentuan-ketentuanohukum as-
ing. Di samping ituoperbandingan hukumomenunjukkan prinsip-prin-
sip hukumoyang sama dalamoberbagai tertib hukum danokarenanya 
meletakkan dasarobagi hukumointernasional.27 
Sejakopermulaanoabad ke-20operbandinganohukum berkem-
bang sangatopesat. Padaowaktuoituoterjadiokonferensi - konferensio    
internasionalodioDenoHaagomengenaio hukumo internasionaloyang 
menghasilkanotraktat-traktat diolapangan transporokereta api, pos, hak 
cipta hakomilikoindustri, danosebagainya. Pekerjaan-pekerjaanoitu 
dimungkinkanodan dipersiapkanooleh studi perbandinganohukum. 
Oleh karenaoitu, studi ini dianggapodemikian pentingosehingga ditarik 
kesimpulan, obahwa perbandingan hukum merupakan suatu ilmu 
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pengetahuanoyang berdiriosendiri. Sehubungan denganohal ini Rene 
David menyatakan: 
"today comparative law studies are admitted to be a necessary 
part of any legal science and training”. 
terjemahan bebasnya adalah bahwaosaat ini studi mengenaioper-
bandinganohukum telah diakuiosebagai bagian yangosangat 
penting/diperlukanodari ilmu hukumodanopendidikan hukum. 28 
 
Melakukanostudi perbandinganohukum pada dasarnyaoadalah 
memperbandingkanobermacam-macamosistem hukum. MenurutoJohn 
HenryoMeryman, sistem hukumomerupakan istilahoyang digunakan 
untuk seperangkatolembaga hukum, prosedurohukum, danoperaturan 
hukumoyang berlaku. Sistemohukum nasional seringodikelompokkan 
dalam keluargaohukum. Dengan demikianosistem hukumoInggris, 
NewoZealand, AmerikaoSerikat, misalnyaodapat dikelompokkanoke 
dalam sistemoCommon Law karenaomempunyai lembagaohukum, 
prosederohukum, dan peraturanohukumoyangoidentik. Sedangka-
nosistemohukumoPerancis, oBelanda, Jerman, Italia, odan Swiss, 
demikianojuga Argentina, Brasilodan Chile, termasuk dalamosistem 
Civil Law denganoalasan serupa.29 
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Dalam perkembangannya sekarang, perbandingan hukum tidak 
mempunyai objek tersendiri, tetapi mempelajari hubungan hubungan 
sosial yang telah menjadi objek studi dari cabang cabang hukum yang 
telah ada. Jadi lebih merupakan suatu metode keilmuan/penelitian da-
lam memahami objek ilmu hukum. 
 
2. Pengertian Perbandingan Hukum 
Terdapatoberbagai istilah asingomengenai perbandinganohukum, 
antaraolain ComparativeoLaw, Comparative Jurisprudence, Foreign 
lawo (istilah Inggris), DroitoCompareo (istilah Perancis), 
Rechtsvergelijkingo (istilah Belanda) danoRectsvergleichung atau Ver-
gleichendeoRechlehreo (istilah Jerman). Pentingnyaokajian komparatif 
dalam rangkaomewujudkan rekonstruksiosistem hukum pidanaona-
sional dimaksudkanountuk mempelajariokonsep/sistem hukumolain 
yang lebih dekatodengan karakteristikosumber hukum dioIndonesia.30 
Halotersebut sesuaiodengan pendapatoBarda Nawawi Arief yang 
mengkonstruksikanopembagian pendekatanokeilmuan hukumopidana 
dari sudutopembagian jenis-jenisokajian Ilmu Hukumopidana, yang 
terbagiomenjadi tigaopendekatan yaitu:31 
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a. Pendekatanokeilmuan/pemikiranohukum yang berorientasiopada 
substansiohukum pidanaopositif (dapat disebutopendekatan/orien-
tasi juridisoilmiah/ teoritik). 
b. Pendekatanopemikiran hukum yangoberorientasi padaoke-
bijakan/pembaharuanohukum pidanao (pendekatan/ orientasi ju-
ridisoberwawasanokebijakano nasional/ BANGKUMNAS/ politik 
hukumopidana). 
c. Pendekatanopemikiran hukum yangoberorientasi pada bahanoper-
bandingano (pendekatan/orientasi juridis berwawasan 
global/komparatif). 
 
Perbandingan hukum sebagaiosuatu metode penelitian/keilmuan 
jugaodinyatakan oleh Rudolf D.Schlessinger antara lain: 
a. ComparativeoLaw merupakan metodeopenyelidikanodengan 
tujuanountuk memperolehopengetahuan yang lebihodalam ten-
tang bahanohukum tertentu. 
b. ComparativeoLaw bukanlah suatuoperangkat peraturanodan 
asas-asasohukum, bukanosuatu cabang hukumo (is not body of 
rules andoprinciples). 
c. ComparativeoLaw adalah teknik atau caraomenggarap unsur 




techniqueoof dealing with actualoforeign law elementsoof legal 
problem).32 
 
Menurut RomlioAtmasasmita, apabilaodiamati istilahoasingnya, 
comparativeolaw, maka dapatodiartikan bahwa, titikoberat adalah pada 
perbandingannyaoatauocomparative, karena kataocomparative mem-
berikan sifatokepada hukumoyang diperbandingkan. oIstilah per-
bandinganohukum, denganodemikian menitik beratkanopada segi per-
bandingannya, bukan kepadaosegi hukumnya. Inti sedalamnyaodari 
pengertianoistilah perbandinganohukum, adalahomembandingkan sis-
tem-sistemohukum.33 
MenurutoFrans Marimis, obyekoperbandingan hukumopidana 
harus menyangkutosekurang-kurangnyaodua sistem hukumopidana. 
Ulasan mengenaiohukum pidanaosuatu Negara asingobelum dapat di-
namakanoperbandingan hukumopidana, melainkan baruomerupakan 
suatu telaahohukum asing. Sekalipunodemikian telaahohukum asing itu 
sangat pentingokarena dari sini dapatodiperoleh bahan-bahanoguna di-
perbandingkanodengan sistem hukumopidana lainnya. Dalamohal ini 
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yang pentingountuk dibandingkanobukanlah hanyaoperaturan-pera-
turan hukumopidananya saja melainkanojuga prinsip-prinsipofilsafat, 
politik danoekonomi yang melandasioperaturan-peraturanotersebut.34 
Sementara ituoAnda Hamzah berpendapatobahwa ada pa-
karoyang hanyaomembandingkanobagian ketentuan umumoatau yang 
berisioasas-asas hukum pidanaodari beberapa KUHP tanpaomem-
bandingkanorumusan delik atauoketentuan khususnya. Jadi yangodi-
utamakan di sinioadalah asas hukumopidana suatu bangsa. Dalamohal 
ini ada pulaoyang hanya menyebutoasas-asas itu tanpaomenjelaskan 
apaoyang sama dan apaoyang berbeda antaraoasas-asas itu. Maka 
menurutoAndi Hamzah, jikaokita melakukanoperbandingan hukum 
(hukum pidana), semestinya kitaomenjelaskan tentang apaopersamaan 
danoperbedaanoantaranya.35 
 
3. Manfaat dan Tujuan Perbandingan Hukum 
Kegunaanostudi perbandinganohukum dalamorangka pembaha-
ruan hukumonasional, menurutoRomli Atmasasmita harusodiartikan 
bahwa denganomempelajari perbandinganohukum makaoterutama 
pembentukoundang-undang dan jugaohakim dapat mengetahuioproses 
terjadinyaosuatu asas-asasohukum tertentu dalam sistemohukum asing 
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atauosetidak-tidaknya dapat diketahuiocara sistem hukum asingobe-
kerja sehinggaopembentuk undang-undangodan hakim dapato-
mengambilomanfaat dari bekerjanyaosistem hukumoasing tersebut.36 
Pentingnyaopendekatan komparatifodalam Pembangunan Sistem 
HukumoNasional menurutoBarda Nawawi Arief jugaodisebabkan an-
taraolain:37 
a. Adanyaoasas nasional aktifodalam KUHP, yaitu Pasalo5 ayat 1 
ke-2, bahwa “aturan pidana dalam perundang-undangan Indone-
sia berlaku bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan 
salah satu perbuatan yang oleh aturan pidana dalam perundang-
undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan 
menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dil-
akukan, diancam dengan pidana”. 
b. Adanyaobeberapa ketentuan dalamoUU di luar KUHPoyang 
memperluasojurisdiksi teritorial keoluar wilayahoIndonesia (an-
taraolain Pasal 97 UUoNarkotika, Pasal 16 UUoTindak Pidana 
Korupsi, Pasal 3o (1) dan Pasal 4oUU terorisme, Pasalo7 UU 
PencucianoUang, Pasal 2oUU ITE No.11/2008). 
c. BanyaknyaoUU yang telahomeratifikasi berbagai ke-
tentuan/dokumenointernasional (a.l. UU No.27/1997 
mengesahkanvUnited Nation ConventionoAgaints IllicitoTrafic 
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in NarcoticoDrugs and pscyhotropicoSubstances, 1998; UU 
No.5/1998omengesahkanoConvention AgaintsoTurtore and Oth-
eroCruel, Inhuman or Degradingotreatment oroPunishment; UU 
No.11/2005omeratifikasi InternationaloCovenant onoEconomic, 
Socialoand Cultural Rights; oUU No.12/2005 meratifikasioIC-
CPR; UU No.5/2006omeratifikasi InternationaloConvention For 
theoSuppressionoof Terorist Bombings, o1997; UU No.6/2006 
meratifikasioInternatioal Conventionofor the Suppressionoof the 
Financingoof Terrorism, 1999; UU No.7/2006omeratifikasioUN-
CAC (United NationsoConventionoAgainst Corruptiono2003). 
d. Adanyaoberbagai UUotentang perjanjian bilateral, danoperjan-
jian timbalobalik dalam masalahopidana atau Treatyoon Mutual 
LegaloAssistance inoCriminal Matters (antaraolain UU 
No.1/2006, UU.No.8/2006) 
e. Adanyaoperkembangan Cyberocrime yang merupakano “trans-
border/transnational crime”. 
 
Manfaat membandingkan hukum menurut Rene David dan Bri-
erly yaitu untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri, mem-




serta dapat memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan /sua-
sana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.38 
Menurut Tahir Tungadi manfaat dalam mempelajari per-
bandingan hukum adalah berguna untuk unifikasi dan kodifikasi na-
sional, regional maupun internasional. Mempelajari perbandingan 
hukum juga berguna untuk harmonisasi hukum antara konvensi inter-
nasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Sedangkan 
untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan 
tentang hukum nasional dan dapat secara objektif melihat kebaikan dan 
kekurangan hukum nasional. Untuk menentukan asas-asas umum dari 
hukum (terutama bagi para hakim pada pengadilan internasional) hal 
ini penting untuk menentukan the general principal of law yang meru-
pakan sumber yang penting dari hukum publik internasional.  
Dariopenjelasan di atas mengisyaratkanoperlunyaopendekatan 
pemikiranohukum yang berorientasiopada pendekatanokomparatif. 
Demikian ojuga usahaopembaharuan/rekonstruksiohukum perlu di-
tunjangodengan pedekatanoperbandingan seperti berbagaiopendapat 
tentang manfaatodan tujuan dari perbandinganohukum yangodiungkap-
kanooleh para ahli perbandinganohukum di bawah ini yaituodari Esin 
Ocuru:39 
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“Comparative law is legal discipline at ascertaining similarities 
and differences and finding out relationship between various le-
gal system, their essence and style looking at comparable legal 
institution and concepts and trying to determine solutions to cer-
tain problems in these systems with a difinite goal in mind, such 
as law reform, unification etc.” 
 
SedangkanoVan Apeldorn mengemukakanotujuan praktisostudi 
perbandinganohukum adalah merupakanoalat untuk tertibomasyarakat 
dan pembaharuanohukum nasional serta memberikanopengetahuan 
mengenaioberbagai peraturanodan pikiran hukum kepadaopembentuk 
undang-undangodan hakim. 
Menuruto S.R.Sianturi omanfaato mempelajario perbandingan 
hukumopidanaoantara lain:40 
a. Kitaoakanodapat melihat dan merasakanokekuatan dan kelema-
hanodari hukum pidanaokita sendiri. Dalam hal inioperlu digaris-
bawahiobahwa hukum pidanaokita yang berlakuodewasa ini ada-
lahowarisan dariopenjajahan Belanda dan resminyaomasih berba-
hasaoBelanda. Sekalipunosudah ditambal-sulamodi sana-sini, na-
munomasihoperluopembaharuan. 
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b. Dengan lebihomengenal kekuatan danokelemahan ituoniscaya 
akanotimbul gagasan-gagasanountuk memperbaiki kelemahan itu 
yangojika perlu mempelajariokekuatan-kekuatan yangoterdapat 
dalamohukum pidana asingoitu, lalu dinilaiokesesuaiannya 
denganokebutuhanokita. 
c. Denganomempelajari jiwa dari hukumopidana asing ituodalam 
perbandingannyaodengan yang kitaomiliki, juga akanomening-
katkanocita-rasa hukumodan sekaligus memperluasocakrawala 
pandangan kita. 
d. Pengetahuanodalam rangka perbandinganoitu dapat digunakan 
sebagai bahanountuk memperbaharui hukumopidana kita yang 
sekarangoini. 
Berdasarkanoberbagai pendapat di atasomaka pentingome-
lakukan kajianoterhadap pemikiran hukumoyang berorientasi pada wa-
wasan global, karenaomenurut Sudarto kajianokomparatifodapat mem-
bawaosikap kritis terhadaposistem hukum sendiriodan menurut 
SoerjonooSoekanto dapat jugaountuk pemecahanomasalah-masalah 
hukum secara adil dan tepat. 
Pemecahanomasalah yang dimaksud dioatas menurutoBarda Na-
wawi Arief, tentunyaotidak didasarkanopada sumberobahan per-
bandingano (misal KUHP asing), tetapiotetap didasarkan padaohukum 
positif. Namunopenerapannyaoberlandaskano“sikap kritis” kita ter-




kritisoberdasarkan kajian komparatifoitulah diharapkanodapat lebih di-
capai pemecahanomasalah “secara adil dan tepat”.41 
 
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi 
1. Pengertian Korupsi 
Mendefinisikan korupsi secara universal cukup sulit dilakukan, 
karena dalam merumuskan korupsi itu sendiri pun tergantung dari pen-
dekatan-pendekatan yang ada dalam penggunannya. Heidenheimer dan 
Johnston mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga variasi dari 
pendefinisian korupsi yang telah berkembang saat ini, yaitu berdasar-
kan publicoofficeocentered, market-centered, dan publicointerest cen-
tered.42 
Definisi yang berkembang berdasarkan publicoofficeocentered 
menekankan konsepnyaoterhadap penyalahgunaanowewenang yang 
dimilikiooleh pejabat publik yangobekerja di pemerintahanodengan 
melakukanopenyimpangan dari norma-normaoyang seharusnyaoada. 
Definisioyang berkembangoberdasarkan market-centeredocenderung 
tidakomenekankan perlunya normaoyang ada, tetapi lebihokepada pen-
carianokesempatan untukomemaksimalkan kegunaan yangomungkin 
bisaodilakukan untuk pencarianokeuntungan pribadi. Variasiodari 
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definisi yang berkembang berdasarkan public interest-centered cender-
ung berusaha untuk lebih longgar dalam pendefinisian korupsinya dan 
mengarah tidakosaja padaoaturan-aturan yang ada, karena bisaosaja 
aturan-aturan yangoada justru digunakanooleh pejabat publikountuk 
korupsi.43 
Untuk kepentingan penelitian ini, maka definisi korupsinya akan 
merujuk pada definisi berdasarkan public office centered. Definisi ber-
dasarkan public office centered bisa dilihat dari pendapat Joseph S. 
Nye, seorang ilmuwan politik, yang mendefinisikan korupsi sebagai 
perilaku yang menyimpang dari pekerjaan-pekerjaan normal dalam 
peran publik karena berkenaan pribadi (keluarga, kelompok dekat 
keluarga kebutuhan keuangan atau meningkatkan status, atau melang-
gar aturan dengan tindakan-tindakan demi kepentingan pribadi). Per-
ilaku ini seperti penyuapan (penggunaan hadiah untuk menye-
lewengkan penilaian seseorang yang telah mendapat kepercayaan); 
nepotisme (pemberian dari patron dengan alasan hubungan yang telah 
dikerjakan dan tidak berdasarkan merit); dan penyalahgunaan 
wewenang (penggunaan ilegal sumber daya publik untuk kepentingan 
pribadi berkenaan dalam penggunaannya). 
Istilahokorupsi berasal dari bahasaoLatin coruptio atauocorrup-
tus yangoberarti kerusakan atauokebobrokan, dalam terminologiofikih 
                                                          




Islamokorupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan (jarimah) ter-
hadap amanah korupsi identik dengan suap (risyah dan menya-
lahgunakan wewenang (at tajawwuz fi isti'mal al-haq). Perbuatan ter-
sebut apabila dilakukan secara sembunyi-sembunyi disebut pencurian 
(sariqah) dan jika dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai 
perampokan (al nahb).44 Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi 
berasal dari kata corruptio dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan 
atau kebobrokan dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau 
perbuatan yang busuk dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini me-
warnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk 
bahasa Indonesia.45 
 Menurut Black's Law Dictionary, Sixth Edition, mengartikan 
korupsi sebagai berikut : 
“An act done with an intent to give some advantage inconsistent 
with official duty and the rights of others.”46 
“Secara bebas dapat diartikan suatu perbuatan yang dilakukan 
dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak 
sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.” 
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MenurutoM. Cholil Nafis, dalamotindakan korupsiosedikitnya 
terdapatotiga kejahatan yaitu: pertama, kejahatanoyangoberdampak pa-
daohilangnya uang negaraosehingga tindakan korupsioyang akut akan 
menyebabkanohilangnya hajat hidupoorang banyak, omemperlebar 
kesenjanganososial-ekonomio dan menghilangkanokeadilan. Kedua, 
korupsiodapat menghilangkanohak hidup warga negara danoregulasi 
keuanganonegara. Negara yangokorup akan menyebabkanolahirnya 
kemiskinanodan kebodohan. Ketiga, kejahatanokorupsiomenggerogoti 
kehormatanodan keselamatan generasiopenerus. Temuanobahwa Indo-
nesia merupakanonegara terkorupomenyebabkanoharga diri kita se-
bagaiobangsaomenjadi ternoda.47 
MenurutoSubekti korupsi adalah suatuotindak pidanaoyang 
memperkayaodiri sendiri yang secaraolangsung merugikanokeuangan 
atauoperekonomian negara. AdapunoMasyarakat TransparansioIndo-
nesiaomendefinisikan korupsiosebagaiopenyalahgunaanokekuasaan 
danokepercayaanopublik untukokepentingan pribadi. Perkembangan di 
Indonesiaodalam mendefinisikanotentang tindak pidanaokorupsi selalu 
mengalamioperubahan, hal ini disebabkanooleh adanya suatuosifat 
dinamisoterhadap pengertianotindak pidana korupsioberdasarkan kon-
disiomasyarakat yangoselalu berubah. 
                                                          
47 Ria Casmi Arrsa: Korupsi Cermin Kolonialisme, Kanker Demokrasi dan Optimisme Ter-




H.A.Brasz memberikan pengertian korupsi dalam sudut pan-
dang sosiologis sebagai “penyalahgunaan kekuasaan yang korup dari 
yang dialihkan, atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dilakukan 
secara diam-diam dan kemudian dialihkan berdasarkan wewenang yang 
melekat daripada kekuasaan yang dimilikinya itu ataupun dilihat dari 
kemampuan formal si pelaku, bertujuan untuk merugikan kekuasaan 
asli dan memiliki tujuan lain untuk menguntungkan orang luar atas dalil 
menggunakan jabatan sahnya itu”.48 
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di 
mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hamper tiap Negara dihadap-
kan pada masalah korupsi, tidak berlebihan jika pengertian korupsi 
selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, begitu 
pula cara penanggulangannya.49 Menurut Nico Andrianto dan Ludy 
Prima Johansyah, bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke 
seolah-olah dipersatukan dengan semangat korupsi yang sudah mene-
lusup liar di tengah era otonomi daerah saat ini, dengan berbagai macam 
sebutan antara lain : 50 
a. Uangotip : budayaoamplop yakni memberikanouang ekstra kepa-
daoseseorangokarena jasanya/pelayanannya, istilah iniomuncul 
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karenaopengaruh budaya barat yakniopemberian uangoekstra 
kepadaopelayanorestoran atau hotel. 
b.  Angpao: pada awalnyaomuncul untuk menggambarkanokebia-
saan yangodilakukan oleh etnis Cinaoyang memberikanouang 
dalamoamplop kepadaopenyelenggaraopesta, dalam perkem-
banganoselanjutnya, hingga saat inioistilah ini digunakanountuk 
menggambarkanopemberian uang kepada petugasoketika mengu-
rus sesuatuodi mana pemberianoini sifatnya tidakoresmi atau tid-
akoadaodalam peraturan. 
c. Uang administrasi: pemberianouang tidak resmi kepadaoaparat 
dalamoproses pengurusan surat-suratopenting atauopenyelesaian 
perkara/kasusoagar penyelesaiannya cepat selesai. 
d. Uang diam: pemberianodana kepadaopihakopemeriksaoagar 
kekuranganopihak yang diperiksaotidak ditindaklanjuti. Bi-
asanyaodiberikanokepadaoanggota oDPRD ketika memerik-
saopertanggungjawabanowalikota/gubernuro pertanggungjawa-
bannya lolos.  
e. Uang bensin: uangoyang diberikan sebagaiobalas jasa atasoban-
tuanoyang diberikan olehoseseorang yang akrabosatu sama lain. 
f. Uang Pelicin: menunjukopada pemberian sejumlahodana (uang) 
untukomemperlancaro (mempermudah) opengurusan perkara 




g. Uang ketok: uangoyang digunakanountukomemengaruhi kepu-
tusanoagar keputusan berpihakokepada pemberiouang, istilah ini 
biasanyaoditujukan kepada hakimodan anggotaolegislatif yang 
memutuskanoperkara atauomenyetujui/mengesahkanoanggaran 
usulanoeksekutifodilakukanosecara tidak transparan 
h. Uang kopi: uangotidak resmi yangodiminta olehoaparat 
pemerintahoatau kalanganoswasta, permintaan ini sifatnyaoindi-
vidual danoberlaku di masyarakatoumum. 
i. Uang pangkal: uang yangodiminta sebelumomelaksanakanosuatu 
pekerjaan/kegiatanoagaropekerjaan  tersebutolancar. 
j. Uang rokok: pemberianouang yang tidak resmiokepada aparat da-
lam prosesopengurusan surat-suratopenting atau penyelesaian 
perkara/ kasusopenyelesaiannya cepat. 
k. Uang damai: digunakanoketika menghindari sanksioformal dan 
lebih memberikanosesuatu biasanya berupaouang/materi sebagai 
gantiorugiosanksioformal. 
l. Uang di bawah meja: pemberianouang tidak resmiokepada petu-
gas ketikaomengurus/membuat suratopenting agar prosesnya ce-
pat.  
m. Tahu sama tahu: digunakanodi kalangan bisnisoatau birokrat 
ketika memintaobagian/sejumlah uang, maksudnyaoantara yang 
memintaodan yang memberi uangosama-sama mengerti dan hal 




n. Uang lelah: biasanyaodiminta oleh orang yangodiminta bantu-
annyaountuk membantuoorang lain, sering digunakanooleh 
birokratoketika melayani masyarakatountuk mendapatkanouang 
lebih. 
 
2. Bentuk-Bentuk Korupsi 
Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun tahun 2020 In-
donesia berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 
negara yang disurvei. Jika  dibandingkan dengan tahun 2019 skor ter-
sebut berkurang 3 poin. Dengan adanya kondisi seperti ini maka diper-
lukan adanya evaluasi untuk para aparat penegak hukum dalam me-
nyusun atau merancang strategi tertentu dalam upaya pemberantasan 
korupsi. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-
undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana 
Korupsi, ada 30 macam tindak pidana Korupsi. Yang mana terdiri atas 
:51 
a. Melawanohukum untuk memperkayaodiri dan dapatomerugikan 
keuangan Negara; 
b. Menyalahgunakanokewenangan untuk kepentinganodiri sendiri, 
dan dapat merugikanokeuangan Negara; 
c. Menyuapopegawai negeri; 
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d. Memberiohadiah kepada pegawaionegeri karena jabatannya; 
e. Pegawaionegeri menerima suap; 
f. Pegawaionegeri menerima hadiah yangoberhubungan dengan 
jabatannya;  
g. Menyuapohakim;   
h. Menyuapoadvokat;  
i. Hakim danoadvokat menerima suap;  
j. Pegawai negeriomenggelapkanouang atau membiarkan 
penggelapan;  
k. Pegawaionegeri memalsukan bukuountuk pemeriksaanoadmin-
istrasi; 
l. Pegawai negeriomerusakkan bukti;  
m. Pegawai negeriomembiarkan orang lainomerusakkan bukti;  
n. Pegawai negeriomembantu orang lain merusakkanobukti; 
o. Pegawaionegeri memeras; 
p. Pegawai negeriomemeras pegawaioyang lain; 
q. Pemborongoberbuat curang; 
r. Pengawas proyekomembiarkan perbuatanocurang;  
s. RekananoTNI/Polri berbuat curang;  
t. Pengawas rekananoTNI/Polri membiarkan perbuatanocurang;  
u. Penerima barangoTNI/Polri membiarkan perbuatanocurang; 





w. Pegawaionegeri turut serta dalamopengadaan yang diurusnya;  
x. Pegawai negeriomenerima gratifikasi danotidak lapor KPK;  
y. Merintangioproses pemeriksaan; 
z. Tersangkaotidakomemberikan keterangan mengenai 
kekayaannnya; 
aa. Bank yang tidakomemberikan keterangan rekening tersangka;  
bb. Saksi atau ahlioyang tidak memberi keterangan atauomemberi 
keterangan palsu;  
cc. Orang yangomemegang rahasia jabatan tidakomemberikan ket-
erangan atau memberioketerangan palsu; 
dd. Saksi yangomembuka identitas pelapor.   
 
Dari 30 berbagai macam bentuk Tindak Pidana korupsi kemudian 
selanjutnya dapat dikelompokkan lagi menjadi :  
a. Kerugian keuangan negara  
Menurut pendapat Komariah pada UU No. 31/1999 menga-
nut pandangan kerugian negara dalam bentuk delik formil. Unsur 
dari "dapat merugikan keuangan negara" seharusnya diartikan 
menjadi merugikan negara secara langsung ataupun secara tidak 
langsung. Artinya, suatu perbuatan otomatis dapat dianggap  me-
rugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu keru-
gian negara. Penjelasan tersebut bisa dilihat pada  pasal 2 ayat (1) 




kemudian diikuti kalimat “merugikan keuangan atau 
perekonomian negara” hal ini menjadikan bahwa tindak pidana 
korupsi adalah delik formil, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi 
cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan se-
bagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada 
akibatnya terlebih dulu.  
b. Suap-menyuap  
  Definisi  dari  suap - menyuap tertera pada pasal 2odan 
pasal 3oUndang-undangoNo. 11 tahun 1980 tentangoTindak Pi-
dana Suap:  
- Pasal 2   
“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang 
dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat 
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang ber-
lawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang 
menyangkut kepentingan umum”. 
-  Pasal 3   
“menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui 
atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau 
janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan 
kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepent-




c. Penggelapan dalam jabatan  
 Menurut R. Soesilo (1968.258), penggelapan merupakan 
suatu kejahatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang ter-
tera didalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah jika keja-
hatan pencurian barang tersebut belum ada dimiliki pencuri dan 
pencuri harus mengambilnya berbeda  penggelapan yang mana 
dalam hal ini barang itu sudah ada ditangan dan dimiliki  oleh si 
pembuat namun tidak mamakai jalan kejahatan.  
  Menurutorumusan Pasal 372 sampai dengano377 KUHP 
terdapat empatojenis tindak pidanaopenggelapan yaitu penggela-
pan biasa, penggelapanoringan, Penggelapanodengan Pembera-
tan danoPenggelapan dalamoLingkunganoKeluarga. Penggela-
pan dalamojabatan sebagaimanaodimaksud dari rumusanopasal- 
pasalodalam UU No. 31oTahun 1999 jo. UUoNo. 20 Tahuno2001 
merujuk okepada Penggelapanodengan Pemberatanoyakni 
penggelapanoyang dilakukan olehoorang yang memegang barang 
itu berhubunganodengan pekerjaannyaoatau jabatannyaoatau ka-
rena ia mendapatoupah (Pasal 374 KUHP).  
d. Pemerasan  
   Berdasarkan pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU 
No. 20 Tahun 2001 pemerasan adalah tindakan/ perbuatan yang 
dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 




secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan 
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, mem-
bayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk 
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 
e. Perbuatan curang  
   Untuk memahami unsur perbuatan curang dalam tindak pi-
dana korupsi, mari kita lihat tumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf 
h UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. 
- Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d : 
a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu mem-
buat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang 
pada waktu menyerahkan bahan bangunan, 
melakukan perbuatan  curang yang dapat membaha-
yakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan  
negara dalam keadaan perang;  
b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan 
atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiar-
kan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a;  
c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang 
keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau 




perbuatan curang yang dapat membahayakan kesela-
matan negara dalam keadaan perang; atau  
d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan 
barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan 
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 
sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf c.  
- Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: 
“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan 
atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan 
Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang se-
bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1)”. 
-       Pasal 12 huruf h:  
“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada 
waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara 
yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan 
orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan 





f. Benturan kepentingan dalam pengadaan  
   Seorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepent-
ingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dimana ia me-
megang penuh kekuasaan atau kewenangannya diberikan oleh 
undang-undang yang kemudian memiliki atau diduga mempunyai  
kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya se-
hingga akan sanagat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya. 
Faktor penyebab konflik kepentingan tersebut adalah kekuasaan 
dan kewenangan pegawai negeri, perangkapan jabatan, hubungan 
afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, kepentingan 
pribadi. 
g. Gratifikasi  
Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana 
dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 
Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:  
-     Ayat (1) : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penye-
lenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan 
dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya dengan ketentuan:  
1)  Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau 
lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan 




2) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuk-
tikan oleh penuntut umum:   
-     Ayat (2) : Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara 
negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana pen-
jara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda 
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pal-
ing banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).   
 
3. Sebab-Sebab Korupsi 
Korupsi sebagai kejahatan luar biasa dipengaruhi oleh beberapa 
sebab, banyak para ahli yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang 
menjadi penyebab tindak pidana korupsi yaitu sesuai rumus "GONE 
theori" oleh Jack Bologne yang berarti Greeds, Opportunities, Needs, 
Exposure (keserakahan, kesempatan, kebutuhan, pengungkapan). Pen-
dapat tersebut selarasa dengan pendapat Gayus Lumbun dan Tjan dra 
Sri Djaja bahwa korupsi di Indonesia karena tiga hal antara lain corrup-
tion by need (korupsi karena kebutuhan), corruption by gread (korupsi 
karena keserakahan), corruption by chance (korupsi karena kesem-
patan).52 
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Berbeda dengan kedua teori di atas Prof. Dr. H. Mucsin, me-
nyebutkan ada tiga hal penyebab korupsi, yaitu niat (muncul dari diri 
orang tersebut), kesempatan (muncul karena sistem yang jelek), keber-
anian (karena tidak ada efek jera/bodoh).53 Pendapat berbeda diungkap-
kan oleh Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, menyebut ada empat faktor 
yaitu kurang gaji/ pendapatan, latar belakang kebudayaan, manajemen 
yang kurang baik, dan modernisasi.54 
Menurut pendapat Prof. Dr. Baharuddin Loppa terdapat 11 
penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain:55 
a. Kerusakan moral; 
b. Kelemahan sistem; 
c. Kerawanan kondisi sosial ekonomi; 
d. Ketidaktegasan dalam penindakan hukum; 
e. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pen-
gusaha; 
f. Pungli; 
g. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi; 
h. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba ter-
tutup; 
i. Perlunya peningkatan mekanisme control oleh dpr 
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j. Lemahnya perundang-undangan yang ada; 
k. Gabungan dari sejumlah faktor penyebab. 
 
Menurut penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ab-
dullah Hehamahua dalam buku Ermansjah Djaja: "Tipologi Tindak Pi-
dana Korupsi", menyatakan bahwa berdasarkan kajian dan pengalaman 
setidaknya ada delapan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, 
yaitu:56 
a. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. 
b. Kompensasi PNS yang rendah.  
c. Pejabat yang serakah. 
d. Law enforcement tidak berjalan. 
e. Hukuman yang ringan terhadap koruptor. 
f. Pengawasan yang tidak efektif. 
g. Tidak ada keteladanan pemimpin. 
h. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. 
 
Menurut Mochammad Jasin Wakil Ketua KPK, ada lima hal 
penyebab utama korupsi di Indonesia, yaitu: 
a. Rendahnya integritas dan profesionalisme. 
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b. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan per-
aturan perundangan. 
c. Adanya peluang di lingkungan kerja tugas jabatan dan ling-
kungan masyarakat yang mendukung timbulnya korupsi. 
d. Sikap yang tamak, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu. 
e. Sistem penggajian yang tidak professional. 
 
Menurut pandangan agus kasiyanto daloam bukunya berpendapat 
bahwa orang yang menjadi koruptor pada saat ini penyebabnya 
kemungkinan besar dahulu pernah menjadi korban dari ulah para korup-
tor sebelumnya, sebagai misal seorang PNS yang suka memungli kalau 
kita dekati (wawancarai) kemungkinan besar dahulu waktu masuk men-
jadi CPNS sudah pernah menjadi korban pemerasan atau penyuapan. 
Seorang penegak hukum yang mempermainkan perkara kemungkinan 
besar dahulu bernasib hampir sama dengan CPNS tersebut di atas, atau 
sekarang dalam melaksanakan tugasnya ditekan untuk melakukan 
korupsi oleh pimpinannya yang korup. Bandingkan dengan para pe-
dofila (orang yang suka mencabuli/menyodomi anak kecil setelah 
ditelusuri kebanyakan para pengidap pedofilia dahulu waktu masih ka-
nak kanak hampir pernah menjadi korban para pedofilia. Sehingga 
penulis berpandangan bahwa para koruptor hampir selalu dapat 
dikatakan mirip dengan para pedofilia, yaitu hampir pernah menjadi 




menginginkan adanya para pengawal Negeri atau para penegak hukum, 
yang tidak melakukan tindak pidana korupsi harus dipastikan bahwa 
semasa hidupnya tidak pernah menjadi korban para koruptor, sehingga 
penyakit tersebut tidak menular atau menghinggapinya.57 
M. Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK, menyatakan 
bahwa koruptor sekarang ini muncul karena ada proses kaderisasi atau 
regenerasi dari para koruptor yang telah dahulu melakukan tindak pi-
dana korupsi hingga tampak bahwa para pelaku korupsi masih tergo-
long muda. Sehingga harus diputus mata rantai pola pengkaderan/re-
generasi antar para generasi koruptor. 
 
C. Tinjauan Umum Badan Anti Korupsi 
Peran institusi badan anti-korupsi berbeda dengan institusi pemerinta-
han lainnya yang juga berurusan dengan pemberantasan korupsi semacam 
kepolisian, atau semacam tim khusus yang dibentuk pemerintahan. Usaha itu 
seringkali bersifat sementara dan berjumlah sedikit personilnya. Badan anti-
korupsi mempunyai ciri khas yaitu memiliki tujuan besar untuk memberantas 
korupsi, memiliki organisasi yang rapi terpisah dari departemen pemerinta-
han, dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap peluang 
korupsi.58 
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Badan anti-korupsi pertama yang independen dari kepolisian setid-
aknya bisa dilihat kemunculannya di negara-negara yang dikuasai pemerinta-
han kolonial Inggris setelah perang dunia kedua. Dimulai di Singapura sejak 
tahun 1952, dibentuklah institusi badan anti-korupsi bernama CPIB (Corrupt 
Practices Investigation Bureau). Meagher menjelaskan bahwa sebenarnya 
embrio bentuk badan anti korupsi ini bisa dilacak dari semacam pembentukan 
komisi di parlemen, komite penyelidikan ad-hoc, dan biro khusus anti korupsi 
di bawah departemen kepolisian. Bahkan bentuk institusi ini bisa dilacak 
lebih jauh lagi di Amerika Serikat. Di sana bisa ditemukan bahwa institusi 
badan khusus untuk pemberantasan korupsi telah dibentuk di kota New York, 
pada tahun 1870 an. Sejak itu pula mulai diakui bahwa korupsi lebih dilihat 
sebagai disfungsi dari administrasi publik dan bukan lagi akibat moralitas 
seorang.59 
Luis de Sousa menerangkan kemunculan badan anti korupsi setidaknya 
diakibatkan oleh dua hal. Pertama, badan ini dibuat sebagai akibat dari 
menurunnya kekuasaan Eropa di dunia, terutama sekali Inggris. Negara 
Negara Eropa di Negara Negara koloninya, berusaha untuk membersihkan 
reputasi buruk para administrator orang-orang Eropa, dan badan anti korupsi 
dibentuk oleh pemerintahan Negara kolonial, atau pemerintahan yang baru 
merdeka agar bisa keluar dari perilaku lamanya yang diwarisi dari masa ko-
lonial contohnya seperti CPIB di Singapura dan ICAC di Hong Kong. 
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Kedua, perkembangan terakhir di akhir abad 20 ialah peran inter-
nasional yang menjadi semakin kuat untuk mendorong pembentukan suatu 
badan anti korupsi di suatu negara. Ada yang berdasarkan konvensi regional 
dan internasional, ada juga sebagai salah satu paket bantuan rekonstruksi dari 
donor donor internasional yang biasanya diberikan ke negara negara paika 
konflik. Contohnya sebagai paket bantuan ialah pembentukan Anti Corrup-
tion Commission di negara Sierra Leone sebagai bantuan dari USAID dan 
Pemerintah Inggris.60 
Jumlah institusi badan anti korupi ini pun semakin banyak sejak be-
rakhirnya perang dingin. De Sousa melihat dari cakupan lokasi geografisnya 
meluas dari negara-negara yang berkembang ke negara-negara maju, dan dari 
masyarakat yang baru mengalami transisi demokrasi hingga negara yang 
demokratinya telah terkonsolidasi. Pemicunya bermacam macam, seperti di 
negara bagian New South Wales, Australia, yang di tahun 1980-an diwarnai 
oleh skandal-skandal, Sehingga pada tahun 1988 dibentuk Independent Com-
mission Against Corruption New South Wales. Negara-negara transisi 
menuju demokrasi di wilayah Eropa Timur juga diminta membentuk badan 
anti-korupsi sebagai syarat untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Di 
Afrika, negara-negaranya diminta untuk membentuk badan anti-korupsi me-
lalui konvensi bernama The African Union Convention on Combating Cor-
ruption.61 
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Luis de Sousa mengutarakan bahwa bentuk badan ini masihlah tergo-
long baru, tetapi jumlah badan anti korupsi meningkat secara drastis Studi 
mengenai badan anti-korupsi juga masih minim dibandingkan institus-insti-
tusi pada umumnya. Badan anti-korupsi ini dianggap sebagai strategi utama 
dalam pemberantasan korupsi di berbagai negara, dan misinya hanya ber-
fokus pada satu tujuan besar saja, yaitu pemberantasan korupsi. Badan ini 
muncul sebagai usaha untuk mengatasi kekurangan dari institusi penegak 
hukum konvensional dalam menghadapi masalah korupsi yang semakin 
canggih, dan untuk mendeteksi kasus korupsi yang rumit. Berbeda dengan 
institusi hukum konvensional seperti kepolisian, badan anti korupsi juga 
didesain untuk membangun kapasitas sebagai pencegah dan memahami 
korupsi dengan pendekatan ilmu pengetahuan menggunakan penelitian 
penelitian terapan. 
Badan anti korupsi yang berkembang di berbagai negara saat ini, 
menurut Soussa, cenderung hanya meniru badan-badan anti korupsi yang 
sukses saja, atau apa yang Soussa sebut sebagai “institutional mimetism".  
Kepopuleran strategi anti-korupsi dengan membentuk badan anti korupsi 
memberikan hasil yang berbeda-beda di setiap negara karena setiap negara 
mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan terbentuk dari pola pem-
bangunan institusional yang unik. Pemerintah di negara-negara lain yang 
akan membentuk badan anti-korupsi seringkali angsung menduplikasi 




konteks institusi dan budaya negara dan badan anti-korupsi yang akan ber-
jalan tersebut..62 
 
D. Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
1. Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Era reformasi Tahun 1998 menandai kondisi politik Indonesia 
yang baru, dimana presiden Soeharto turun dari posisinya setelah 32 
tahun menjabat sebagai presiden. Aturan anti korupsi di masa ini juga 
berubah. Dari sebelumnya UU Nomor 71 Tentang tindak pidana 
korupsi, dimasa ini menjadi UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Tindak 
Pidana Korupsi. Dalam aturan peralihan UU No. 31 Tahun 1999 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diamanatkan terbentuk 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dua tahun, 
sejak undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 16 Agustus 
1999. 
Ketentuan mengenai KPK dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 
1999 belum diatur lebih jauh, selain bahwa keanggotaannya terdiri dari 
unsur pemerintah dan unsur masyarakat, dengan tugas dan wewenang 
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidi-
kan, penyidik dan penuntutan. Konsekuensinya adalah perlu disusun 
segera UU tentang KPK. Selanjutnya, agar KPK dapat menjalankan 
                                                          




fungsinya maka harus segera dilakukan seleksi pimpinan dan mem-
bangun kelembagaannya. Setelah diundangkannya Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 
membentuk Tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi.63 
Tim Khusus atau steering committee ini dibentuk memlalui Surat 
Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, nomor C-
45.PR.09.03, tertanggal 2 Juni 2000 yang diketuai oleh Romli At-
masasmita. Menurut Romli Atmasasmita Undang-Undang ini menyer-
takan ancaman hukum yang lebih besar dan subyek hukumnya tidak 
lagi perorangan, tetapi bisa pula badan hukum semacam perusahaan, 
yayasan dan koperasi. Kemudian UU ini direvisi kembali menjadi UU 
No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyertakan 
pembuktian terbalik. 
Organisasi bagian institusi anti korupsi di masa ini yang pertama 
lahir adalah KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara 
Negara) yang dibuat tahun 1999, KPKPN lebih pada strategi untuk 
mencegah dan monitoring korupsi, karena bertugas untuk memeriksa 
kekayaan para pejabat publik. Sedangkan untuk represifnya, dibentuk 
TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di 
bawah koordinasi Jaksa Agung dan diketuai oleh Adi Andojo Sucipto, 
                                                          





mantan Ketua Muda Mahkamah Agung. TGPTPK berisi anggota 
kepolisian, kejaksaan, instansi terkait, dan masyarakat. Namun dua in-
stitusi ini hanya berjalan sebentar saja. TGPTPK ketika itu mengalami 
judicial review dan pembentukannya dianggap melanggar UU No 3 ta-
hun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pakar hukum 
pidana Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa masalah ini akibat 
dualisme dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
korupsi, yaitu antara Kepolisian dan Kejaksaan. Di satu sisi, UU Nomor 
3 Tahun 1971 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menga-
manatkan Jaksa Agung sebagai koordinator dalam penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana korupsi. Sementata di sisi lain, KUHAP 
(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan Kepolisian 
sebagai koordinator penyelidikan dan penyidikan.64 
Menurut penuturan Kamanto Sunarto, anggota tim performance 
review TGPTPK, keterbatasan dan kendala tersebut dapat dibagi datars 
tiga lingkup, yaitu kewenangan, kemandirian TGPTPK, serta teristema 
dari institusi lainnya. Kewenangan TGPTPK mencakup dua hal, yaitu 
koordinasi penyidikan dan koordinasi penuntutan. Namun dalam hal 
penyelidikan, Kejaksaan Agung harus memulainya berdasarkan adanya 
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laporan warga masyarakat maupun temuan kejaksaan sendiri dan juga 
berdasar berkas temuan dari anggota TGPTPK terlebih dahulu.65 
Gagasan untuk membentuk badan anti korupsi tetu mengemuka 
pada masa reformasi di akhir tahun 1998 walau ada pro-kontra di masa 
pemerintahan sebelumnya. Pada bulan Desember tahun 1998, ICAC 
New South Wales, badan anti-korupsi di negara bagian New South 
Wales, Austria, mengirim surat ke BPKP. Surat tersebut berusaha me-
mecah keraguan opini kinerja badan anti-korupsi. Berikut pern-
yatannya:  
“The Commission endorses the overall approuch of the strategy 
and the concept of using "entry points to begin the task of reduc-
ing corruption in Indonesia. We suggest that the cornerstone of 
any anti-corruption strategy must be the creation of anti corrup-
tion agency” 
 
Terjemahan bebasnya adalah Komisi menyokong semua pen-
dekatan strategi dan konsep mengunakan “entry points” untuk 
memulai tugas mengurangi korupsi di Indonesia. Kami 
menyarankan bahwa titik penting setiap semua strategi anti 
korupsi harus dimulai dengan pembuatan badan anti korupsi.”66 
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Pejabat Departemen Kehakiman Romli Atmasasmita di tahun 
1999 juga mulai melakukan penjajakan ke ICAC yang ada di 
HongKong dan tahun-tahun kemudian mulai banyak pejabat publik 
yang melakukan studi banding terhadap ICAC HongKong. Kemudian 
melalui bantuan dari Asian Development Bank dimulailah formulasi 
mengenai keorganisasian badan anti korupsi untuk pembentukan badan 
anti-korupsi bernama KPTPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi) yang populer disebut dengan sebutan KPK. Dalam tahap for-
mulasinya mantan ketua badan anti korupsi ICAC HongKong. Bertrand 
de Speville juga dilaporkan pernah ikut serta juga dalam formulasinya. 
Formulasi UU KPK selesai di tahun 2002.67 Namun ada lagi masalah 
yang menghadang. Presiden Indonesia yang ketika itu adalah Megawati 
Soekarnoputri justru menunda terlebih dahulu UU KPK ini hingga 
hampir dua tahun. Megawati baru menandatangani UU KPK ini di akhir 
bulan Desember 2003.  
Alasan penundaan yang dilakukan oleh Megawati tidaklah cukup 
jelas, tetapi penandatanganan UU KPK terjadi beberapa minggu setelah 
diratifikasinya Konvensi Anti korupsi dari PBB yang dikenal sebagai 
UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). KPK pada 
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bulan itu secara resmi berdiri dan dipimpin pertama kali oleh Tau-
fiequrachman Ruki (2004-2007), seorang pensiunan dari Kepolisian 
yang ketika dahulu menyandang pangkat tertingginya Irjen polisi.68 
 
2. Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam 
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pem-
berantasan Korupsi berasaskan pada: 
a. Kepastian hukum; 
b. Keterbukaan; 
c. Akuntabilitas; 
d. Kepentingan umum; 
e. Proporsionalitas; dan 
f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. 
Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan: 
a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pi-
dana Korupsi; 
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b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas 
melaksanakan pelayanan publik; 
c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; 
d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pem-
berantasan Tindak Pidana Korupsi; 
e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pi-
dana Korupsi; dan 
f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pen-
gadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
 
E. Tinjauan Umum Independent Commission Against Corruption (ICAC) 
1. Sejarah Pembentukan Independent Commission Against Corruption 
(ICAC) 
Independent Commission Against Corruption (ICAC) HongKong 
dibentuk berdasarkan Hongkong Basic Law 1990, Prevention of Brib-
ery Ordinance atau POBO (public and private sector). Elections (Cor-
rupt and illegal Conduct) Ordinance, and The ICAC Ordinance. Ini 
menjadi rujukan utama dalam diskuu-diskusi Lahirnya BIAK/BAK 
(Badan Independen Anti Korupsi/Badan Anti Korupsi). ICAC 
HongKong sudah cukup lama berdiri sejak 15 Februari 1974, Sebelum 




nanganan kasus-kasus korupsi pada kepolisian. Korupsi kala itu men-
jadi masalah sosial utama di HongKong yang berkembang sangat pesat, 
tetapi pemerintah tak berdaya menghadapinya. Pada masa itu petugas 
kerap meminta uang kutipan atau sering disebut “uang teh”. Sopir am-
bulans bahkan tidak akan menjemput pasien gawat darurat sebelum 
diberi uang teh. Korupsi membudaya dan memberatkan rakyat, teru-
tama kelompok yang tak mampu mengakses layanan public. Kesabaran 
masyarakat makin habis dan mulai melampiaskan kemarahan pada 
pemerintah yang dianggap tak becus menangani korupsi.69 
Pada awal 70-an, kekuatan baru masyarakat sipil untuk menekan 
pemerintah agar menindak para pelaku korupsi bermunculan. Keben-
cian publik memuncak pada 1973, ketika seorang perwira polisi ekspat-
riat yang disangka korup melarikan diri dari Hongkong. Inspektur polisi 
tersebut bernama Peter Fitrozy Godber, dia adalah alasan utama ter-
bentuknya ICAC.  
Permasalahan dimulai ketika Anti Corruption Office (ACO) 
melakukan penyelidikan terhadap inspektur polisi Godber. Di akhir 
april 1973, ACO menemukan transaksi rutin mencurigakan dari reken-
ing banknya di Kanada karena jumlah transaksi besar yang dil-
akukannya di luar negeri tersebut. Di bulan Mei, ACO mulai mem-
berikan surat perintah kepada hampir 500 bank yang ada di HongKong 
                                                          





dan di luar negeri untuk melakukan penyelidikan kepada semua reken-
ing dan pembukuan terkait nama Godber. ACO lalu menemukan bahwa 
uang yang Godber miliki rupanya jauh lebih besar dari gaji yang mung-
kin Godber bisa peroleh sejak bergabung di kepolisian, yakni dari tahun 
1952 hingga 1973.70 
Sebelum bisa dilakukan penuntutan, dalam aturan anti korupsi 
HongKong. ACO harus memperoleh izin terlebih dahulu dari ke-
jaksaan. Aturan juga mengharuskan kejaksaan untuk memberitahu ter-
sangka, dan tersangka diberi waktu untuk menjelaskan darimana 
kekayaan yang diperoleh tersebut. Pemberitahuan dari kejaksaan 
diberikan pada tanggal 4 Juni 1973, dan memberi jangka waktu satu 
minggu untuk Godber mempersiapkan presentasi penjelasan mengenai 
uangnya darimana diperoleh. Di tanggal yang sama, pegawai ACO 
menggeledah rumahnya dan menemukan uang sebesar 4 juta dollar 
HongKong (sekitar 780 ribu dollar Amerika). Godber tidak dalam 
pengawasan langsung ACO, tetapi keimigrasian di bandar udara 
dintruksikan untuk menghentikannya bila Godber mau pergi dari 
HongKong. 
Pada tanggal 8 Juni 1973 anehnya Godber bisa pergi dari 
HongKong melewati kontrol dari keimigrasian. Godber pergi ke Lon-
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don, Inggris, bersama kekayaannya. Cerita mengenai korupsi yang dil-
akukan oleh Godber dan kaburnya ke London menjadi cerita besar me-
dia massa HongKong di kemudian hari. Dalam jangka waktu pendek, 
Godber menjadi simbol korupsi di dalam kepolisian dan lemahnya 
pemerintah dalam menghadapi korupsi. 
Pada bulan Agustus 1973, dua anggota Parlemen Inggris datang 
langsung ke HongKong Mereka menyampaikan pesan bahwa mereka 
akan membuat Godber diekstradisi ke HongKong Kemudian mereka 
juga meminta pihak dari Scotland Yard untuk melakukan intervensi 
pada kasus ini. Untuk menghadapi demonstrasi ini Gubernur 
MacLehose membuat komisi penyelidikan yang diketuai oleh Sir 
Alastair BlairKerr, seorang hakim senior. Pada tanggal 17 Oktober 
1973, Gubernur MacLehose mengumumkan di depan Legislative Coun-
cil bahwa dalam waktu cepat akan dibentuk institusi badan anti-korupsi 
dengan organisasi independen dari Kepolisian untuk mengurus masalah 
korupsi. 
Badan anti korupsi ICAC (Independent Commission Against Cor-
ruption) akhirnya dibentuk pada bulan Februari tahun 1974 Dipimpin 
oleh Sir Jack Cater, yang sebelumnya adalah chief secretary dan 
seorang birokrat hasil pendidikan birokrasi HongKong, yakni Cadet 




Prevention of Bribery Ordinance tahun 1971 sebagai salah satu dasar 
aturannya.71 
 
2. Tugas Dan Wewenang Independent Commission Against Corruption 
(ICAC) 
Instrumen perundangan di Hongkong yang berhubungan dengan 
strategi pemberantasan korupsi di Hongkong, adalah: 
a. The Independent Commission Against Corruption Ordinance; 
b. The Prevention of Bribery Ordinance; 
c. The Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance. 
 
Tugas Commissioner diatur dalam Pasal 12 Ordinance Chapter 
204, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 
a. Menerima dan mempertimbangkan pengaduan terjadinya praktik 
korupsi dan menyelidiki setiap pengaduan yang dianggap layak; 
b. Penyidikan; 
c. Menyelidiki setiap perbuatan pegawai pemerintah menurut pen-
dapat Commissioner, berkaitan atau mendorong praktik korupsi 
dan melaporkannya kepada Chief Executive; 
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d. Memeriksa praktik dan prosedur masing-masing departemen dari 
pemerintah dan badan hukum, guna mempermudah pengungka-
pan praktik korupsi serta menjamin revisi metode kerja dan 
prosedur yang menuntut pendapat Commissioner dapat men-
dorong praktik korupsi; 
e. Menginstruksikan, menasehati, dan mendorong setiap orang atas 
permintaannya, mengenai bagaimana cara praktik korupsi dapat 
ditiadakan oleh orang bersangkutan; 
f. Memberi saran kepada departemen dari pemerintah atau badan 
umum mengenai perubahan dalam praktik dan prosedur yang 
sesuai dengan pelaksanaan yang efektif dari tugas masing-masing 
departemen atau badan umum bersangkutan yang dianggap perlu 
oleh Commissioner, guna mengurangi kemungkinan terjadinya 
praktik korupsi; 
g. Mendidik publik untuk melawan seluruh aspek jahat korupsi; 
h. Mengumpulkan dan memupuk dukungan publik dalam 
memerangi korupsi. 
 
Wewenang Commissioner dalam Chapter 201 Part III (ayat 13-
13C, 14, 14A-B, 14D, 14E, 15, 16, 17, 17A, 17B, 17C): 





b. Memerintahkan untuk menyediakan bukti dan  memberi bantuan 
mengkopi dan memotret. 
c. Mengungkap informasi yang didapat pada ayat  13A. 
d. Melarang mengumumkan informasi yang  diperoleh. 
e. Wewenang untuk memperoleh informasi akan tetapi, jika 
seseorang memberi informasi palsu dapat didenda dengan HK 
$20.000 dan penjara satu tahun. 
f. Pencabutan undang-undang. 
g. Variasi dan pembatalan pemerintah penahanan. 
h. Memohon petunjuk pengadilan mengenai kapan perkara dis-
idangkan dan siapa jaksa penuntut. 
i. Penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diper-
luas terhadap pembantu penasihat hukum. 
j. Memohon petujuk pengadilan mengenai kapan perkara dis-
idangkan dan siapa jaksa penuntut. 
k. Penasihat hukum dan informasi yang istimewa yang dapat diper-
luas terhadap pembantu penasihat hukum. 
l. Wewenang untuk mendapatkan bantuan dan mengajukan petun-
juk kepada pegawai pemerintah. Jika pegawai pemerintah yang 
dimintai bantuan tidak memberikan bantuan dapat didenda HK 
$20.000 dan penjara satu tahun. 
m. Mempunyai wewenang untuk penyelidikan. 




o. Mengembalikan dokumen perjalanan. 
p. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan, penampi-




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dan Independent 
Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong 
Strategi dalam hal ini berarti pengerahan orang seperti dalam artian 
“perang”. Terkait masalah korupsi, berarti pengerahan orang dengan tujuan 
akhir kemenangan dalam mengurangi masalah korupsi.72 Dalam studi yang 
dilakukan oleh tim kerja BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pem-
bangunan) Indonesia, umumnya strategi anti-korupsi bisa di dilihat dari tiga 
posisi dan sifatnya, yakni preventif, detektif, dan represif.73  
Pertama, strategi preventif berada pada posisi sebelum perbuatan 
korupsi terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya 
mencegah terjadinya korupsi. Strateginya bertujuan untuk meminimalkan 
penyebab dan peluang korupsi. Kedua, Strategi detektif berada pada posisi 
perbuatan korupsi sedang terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran 
bagaimana upaya untuk mengidentifikasi atau mendeteksi korupsi yang ter-
jadi. Strategi ini bertujuan ketika perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka 
perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat sing-
katnya dan seakurat-akuratnya agar bisa di tindak lanjuti.  
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Ketiga, strategi represif berada pada posisi setelah perbuatan korupsi 
telah terjadi. Strategi ini lebih pada pemikiran-pemikiran bagaimana upaya 
untuk menyelesaikannya secara hukum dengan sebaik-baiknya atas perbuatan 
korupsi yang sudah diidentifikasi. Strategi ini bertujuan untuk memberikan 
sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang 
terlibat dalam korupsi. 
1. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia  
Baharudin Lopa dalam Muhammad Yusuf menyatakan bahwa, 
mencegah kolusi dan korupsi tidak begitu sulit, kalau kita secara sadar 
untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan 
golongan. Tujuan akhir dari pembaruan untuk menanggulangi keja-
hatan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat akan dapat di-
wujudkan. 
Dalam hal strategi pencegahan korupsi berdasarkan data yang di-
peroleh74 terdapat beberapa indicator strategi pencegahan oleh KPK, 
diantaranya adalah : 
a. Strategi Pencegahan (Preventif) KPK 
1) Pendidikan atau Pengenalan Anti-Korupsi Sejak Dini 
Menurut Zulkarnanen mantan Wakil Ketua KPK Bi-
dang Pencegahan menyatakan lingkungan keluarga atau 
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orang tua memiliki andil dalam pendidikan anti korupsi 
yaitu dengan cara mengenalkan prinsip dan nilai kejujuran 
dan kebaikan seperti bersikap jujur dalam perkataan dan 
perbuatan, karena itu pendidikan anti korupsi kita mulai 
dari hulu.  
2) Memasukkan Kurikulum Antikorupsi di Setiap Jenjang 
Pendidikan 
Abraham Samad, mantan Ketua KPK mengatakan, 
bahwa dengan pendidikan usia dini, diharapkan untuk suatu 
waktu yang akan datang generasi kita, apabila ditanya ten-
tang korupsi mereka tidak mengerti dan tidak mengenal 
kata tersebut, hal tersebut akan menjadi petunjuk bahwa 
pendidikan antikorupsi untuk anak-anak dianggap berhasil. 
Hal ini Penting karena korupsi ada dan tumbuh seiring laju 
peradaban manusia. Muncul karena perilaku manusia yang 
menyimpang akibat syahwat materi yang tak pernah ter-
puaskan, menyebabkan korupsi susah untuk diberantas 
dikarenakan manusia dan korupsi adalah dua senyawa yang 
sulit dipisahkan berasal satu sifat kekal manusia, yaitu 
keserakahan. Di lain waktu, korupsi bisa berkembang lagi 
secara dinamis karena korupsi mengikuti pola hidup manu-
sianya yang materialistis. 




Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-murid-
nya, apa yang paling berat di dunia? muridnya ada yang 
menjawab baja, besi, gajah, beliau menjawab semua itu 
benar tetapi yang paling berat adalah memegang amanah, 
banyak manusia masuk keneraka karen gagal memegang 
amanah, karena amanah adalah sesuatu yang dititipkan, 
maka pemegang amanah mestinya adalah orang yang di-
percaya karena kapasitas dan integritasnya. Pernyataan M. 
Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK bahwa korupsi 
di Indonesia mengalami regenerasi atau pengkaderan. Hal 
ini akan menjadi pekerjaan rumah sendiri, bagi bangsa kita 
untuk memutus generasi korupsi yang tumbuh subur di 
negara kita. 
4) Memerankan Agama (Keimanan) sebagai Kontrol Internal 
Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu NU 
(Nahdathul Ulama) dan Muhamadiyah pernah mengeluar-
kan fatwa tentang korupsi, hal ini diharapkan dapat 
mencegah agar umat Islam untuk hati-hati dengan penyakit 
korupsi tersebut, dan menghindari dalam kehidupan sehari-
hari. Tidak bisa dipungkiri dengan tersandungnya presiden/ 
Terpimpinan Partai Politik Islam "LHI" dalam kasus suap 




isasi mahasiswa "AU" dalam kasus hambalang, tersan-
dungnya Ketua Umum partai Politik bersimbol Islam 
sekaligus Menteri Agama "SDA" dalam kasus dana haji, 
terung-kapnya kasus korupsi pengadaan Al-Qur'an di Ke-
menterian Agama yang melibatkan tokoh DPRD menjadi 
deretan panjang sumber yang dapat mengeroposkan keya-
kinan dan kepercayaan masyarakat kepada ulama dalam 
menyampaikan pesan antikorupsi. 
5) Menghilangkan Penyebab Korupsi Membangun Sistem 
Hukum yang Baik 
Sulit rasanya menghilangkan korupsi dengan cara 
memberantas sebagai wujud reaksi simtom yang ada di per-
mukaan masyarakat, korupsi akan terkikis apabila 
penyebab penyebabnya dihilangkan, sehingga dapat 
meminimalkan perilaku korupsi. Penyebab penyebab 
korupsi yang harus di antaranya adalah karena kebutuhan, 
sistem yang buruk, dan keserakahan. 
6) Membangun Sistem Hukum yang Baik 
Sistem yang bagus tidak bisa muncul secara tiba-tiba 
tetapi harus direncanakan untuk dapat mewujudkannya, 
oleh karena itu sistem hukum yang antikorupsi mengan-
dung tiga komponen, sebagaimana yaitu adanya personel 




yang mendukung dalam pencegahan korupsi yang baik un-
tuk masyarakat yang ada, dan adanya budaya anti  korupsi 
yang terbangun dan membudaya. Dengan adanya 3 sub-
sistem sebagaimana di atas yang saling berinteraksi saling 
kait mengkait, maka korupsi tidak akan memiliki tempat 
untuk tumbuh dan berkembang. 
 
b. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif) KPK 
Menurut Artidjo Alkostar seorang hakim dalam setiap pu-
tusannya harus memiliki legal reasoning yang baik. Beberapa pu-
tusan yang dianggap sebagai setetes air di padang pasir di mata 
masyarakat dalam mencari keadilan, beberapa perkara yang 
pernah diputus oleh Artidjo Alkostar, selaku mantan ketua kamar 
pidana MA, sering menambah jumlah hukuman bagi para ter-
dakwa dengan harapan ada efek jera bagi calon koruptor, di an-
taranya adalah sebagai berikut: Kasus korlantas dengan Terdakwa 
Irjen (Pol.) Joko Susilo, Suap Pengadaan Al-Qur'an di Kemenag 
dengan Terdakwa Zulkamaen, Kasus Hambalang dengan Ter-
dakwa Angelina Sondakh, kasus suap izin impor daging sapi 
dengan terdakwa Lutfi Hasan Ishak, dan masih banyak lagi.  
Menurut M. Busro Muqodas, mantan Wakil Ketua KPK, 
menyatakan bahwa KPK akan menjadikan tuntutan tambahan, 




untuk mencegah agar jangan sampai mantan pejabat publik, baik 
dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang melakukan 
korupsi tidak dapat mengulangi penyalahgunaan jabatan barunya. 
Sistem Islam dalam memberantas Korupsi secara sistemik dan 
terintegrasi yang secara ringkas ditempuh melalui lima langkah, 
yaitu: 
1) Penanaman iman dan takwa, dengan itu pejabat dan rakyat 
akan tercegah melakukan kejahatan termasuk korupsi. 
2) Sistem pengujian yang layak, sehingga tidak ada alasan un-
tuk berlaku korup. 
3) Teladan dari pemimpin. 
4) Pembuktian terbalik. Islam memberikan batasan yang se-
derhana dan jelas tentang harta ghulul. Rasulullah SAW 
bersabda: Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas 
dan telah kami tetapkan pemberian untuknya maka apa 
yang dia ambil setelah itu adalah harta Ghulul (HR. Abu 
Dawud, Ibn Khuzaima dan Hakim). 
5) Hukuman yang bisa memberikan efek jera, hukuman bisa 
berupa tasyhir (pewartaan/ekspos), denda, penjara yang 
lama, bahkan sampai hukuman mati sesuai dengan tingkat 





Jamin Ginting mengatakan pemerintah Indonesia sebaiknya 
memperbanyak perjanjian MLA (Mutual Legal Assistance) atau 
perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana dan 
ekstradisi guna mengefektifkan upaya pengembalian aset hasil 
tindak pidana. Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang 
berlangsung di Tiongkok tidak saja menyepakati hal- hal yang 
bersifat ekonomi, tetapi juga bersepakat membentuk wadah jejar-
ing kerja sama antara lembaga otoritas antikorupsi dan lembaga 
penegakan hukum di kawasan yang dinamakan APEC Network of 
Anti Corruption Authorities And Law Enforcement Agencies 
(ACT-NET), untuk memberikan bantuan timbal balik, ekstradisi, 
kerja sama investigasi, dan kemudahan bagi setiap negara korban 
untuk dapat mengembalikan pelaku tindak pidana korupsi dan 
aset yang dilarikan di antara negara anggota APEC. 
Ada tiga tujuan utama yang sangat penting mengapa lem-
baga (ACT-NET) ini dibentuk, yaitu:  
1) Bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana korupsi, suap, pencucian 
uang perdagangan gelap, serta identifikasi dan pengem-
balian hasil dari seluruh kejahatan itu. 
2) Berbagi pengalaman, studi kasus, teknik investigasi, cara, 




praktik efektif dalam membangun kerja sama pemberanta-
san korupsi di antara lintas batas negara. 
3) Menyediakan platform informal bagi kerja sama bilateral 
dan multilateral dengan memperhatikan ketentuan ke-
bijakan dan aturan hukum nasional negara masing-masing 
dalam tindak pidana korupsi, suap, pencucian uang, dan 
perdagangan gelap. 
 
Upaya pemberantasan yang diharapkan membawa sedikit 
banyak efek jera bagi para calon pelaku, menurut Prof. Dr. Mar-
wan Mas, S.H. sedikit menodai rasa keadilan masyarakat atau ter-
jadi kontra-produktif atas kebijakan Jaksa Agung yang menge-
luarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. B-113/F/Fd.1.05 tertang-
gal 18 Mei 2010, yang meminta kejaksaan tinggi agar dalam ka-
sus dugaan korupsi, masyarakat yang dengan kesadarannya telah 
mengembalikan kerugian keuangan negara yang nilainya kecil 
perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atau berlaku 
asas restorative justice.75 
Pada tahun 2019 melalui Undang-Undang  Nomor 19 Ta-
hun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No-
                                                          





mor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pi-
dana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan 
sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang 
melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pi-
dana korupsi. Meskipun, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif tetapi KPK 
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat inde-
penden dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 
Dalam melaksanakan tugas pencegahan, menurut pasal 7 
Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang: 
1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan 
harta kekayaan penyelenggara negara; 
2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 
3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada 
setiap jejaring pendidikan; 
4) Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi pem-
berantasan tindak pidana korupsi; 
5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan 
6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam 





Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi 
yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, menurut pasal 8 Komisi Pemberantasan Korupsi ber-
wenang: 
1) Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntu-
tan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberanta-
san Tindak Pidana Korupsi; 
3) Meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait; 
4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan in-
stansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi; dan 
5) Meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai 
upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana 
Korupsi. 
 
Adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 ini disebabkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 
dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak 
hukum, terjadinya pelangaran kode etik oleh pimpinan dan staf  




pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tu-
gas dan kewenangan Komisi Pernberantasan Korupsi yangber-
beda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordi-
nasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem penyadapan, 
pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoodinasi, 
terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi 
penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga 
pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan 
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memung-
kinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas 
dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh 
Komisi Pernberantasan Korupsi. 
Pernbaruan hukum dilakukan agar pencegahan dan pember-
antasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu 
sehinga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang 
terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan be-
rarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. 
Justru dengan adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar 
kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tu-
gas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pemba-




Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan se-
hingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan 
masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang 
dapat merugikan keuangan Negara. 
Penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dil-
aksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
36/PUU-XV/20l7. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pember-
antasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan 
pemerintahan. Komisi Pernberantasan Korupsi termasuk ranah 
kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah. 
HaI ini dimaksudkan agar kedudukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, 
yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (ex-
ecutive power). 
 
c. Struktur Organisasi KPK 
Strategi KPK Indonesia tercermin dari struktur organisas-
inya. Dalam Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 KPK 
melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU 
No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Un-
dang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Organisasi KPK  dibagi menjadi 5 deputi antara lain deputi bi-




deputi bidang informasi dan data, deputi bidang pendidikan dan 
peran serta masyarakat, deputi bidang koordinasi dan supervisi. 
























Melalui lima bidang yang mempunyai tiga tugas yang ber-
beda KPK menerapkan strateginya dalam pemberantasan korupsi 
dan memiliki kemiripan dengan ICAC Hong Kong. Berdasarkan 
laporan tahunan KPK, deputi bidang pencegahan mempunyai tu-
gas untuk melakukan studi terhadap peraturan perundang-un-
dangan, sistem, mekanisme kerja pengendalian, dan prosedur 
penyelenggaraan pemerintahan serta mengusulkan perbaikannya. 
Dalam bidang penindakan, KPK mengkoordinasikan dan mensu-
pervisi berbagai institusi negara, baik institusi-institusi penegak 
hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dan instansi pengawas 
fungsional pemerintah (Inspektorat Jenderal, BPKP, dan 
Bawasda). KPK kemudian melakukan sendiri penyelidikan, 
penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi ber-
dasarkan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang KPK 
(KPTPK) dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. 
Dari segi kemampuan penindakan secara spesifik terdapat 
beberapa perbedaan di antara ICAC dan KPK dari segi 
wewenangnya. KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan 
penuntutan, sedangkan ICAC tidak memilikinya, ICAC hanya 
melakukan penyelidikan dan penyidikan saja. Dari sini kekuatan 




Secara umum, tugas dan Kewenangan KPK ditetapkan berdasar-
kan Pasal 6 UU No. 19 tahun 2019 tentang KPTPK.  Koordinasi 
dengan instansi yang berwenang dapat dilakukan melalui: 
1) Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tin-
dak Pidana Korupsi; 
2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang 
bertugas melaksanakan pelayanan publik; 
3) Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara; 
4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 
5) Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak 
Pidana Korupsi; dan 
6) Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan pu-
tusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
 
2. Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Yang Dilakukan In-
dependent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong 
Hong Kong mempunyai 3 instrumen perundangan yaitu pertama, 
The Independent Commission Against Corruption Ordinance, memba-
has secara terperinci mengenai korupsi (receiving any advantage), 




kewenangan untuk menangkap, menahan dan memberikan jaminan, 
mencari dan menyita, kemampuan mengambil sampel forensik dari 
seorang tersangka, dan kemampuan menginvestigasi setiap tuduhan 
korupsi oleh pegawai negeri. Kedua, The Prevention of Bribery Ordi-
nance, menjelaskan secara terperinci  kategori penyuapan, kewenangan 
ICAC untuk menelusuri rekening bank, menelaah dokumen bisnis dan 
pribadi, tersangka yang harus menyatakan pendapatan secara detail, 
aset-aset dan pengeluaran, kemampuan untuk menahan dokumen per-
jalaan dan menyegel properti untuk mencegah tersangka 
menghilangkan barang bukti dari proses investigasi, serta pemberian 
perlindungan bagi pelapor (whistleblowers). Ketiga The Elections (Cor-
rupt and Illegal Conduct) Ordinance yang menekankan upaya pencega-
han praktik pemilihan yang ilegal dan korup, dan tuduhan spesifik yang 
melibatkan proses pemilihan umum untuk memilih Chief Minister, De-
wan Legislatif (Legislative Council), Dewan Distrik (District Council), 
serta Kepala, Wakil Kepala atau Komisis Eksekutif pada Rural Com-
mittee dan dewan desa (Village Representative).76 
Pemerintah HongKong sangat mendukung keberadaan ICAC da-
lam pemberantasan korupsi.  ICAC mempunyai 3 strategi utama yang 
dipandang berhasil dalam memberantas korupsi yaitu: prevention, in-
vestigation dan education. Ketiga strategi ini mempunyai tujuan yang 
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berbeda. Strategi pencegahan (prevention), yaitu terdapatnya prosedur 
atau peraturan yang secara tegas dan detil membahas mengenai definisi 
dan sanksi korupsi. Strategi kedua, penyelidikan (investigation) meru-
pakan penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi untuk mem-
berikan efek jera. Strategi education mempunyai tujuan untuk mening-
katkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak negatif dari 
korupsi.77 Jika dibandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh 
ICAC, ditemukan indicator strategi antara lain: 
a. Strategi Pencegahan (Preventif) ICAC 
ICAC mempunyai tugas untuk mencegah, baik di sektor 
publik ataupun swasta, serta mengedukasi masyarakat HongKong 
mengenai masalah korupsi. Tugas pencegahan ini ada di preven-
tion department. Untuk pendidikan terdapat di community rela-
tions department. Tugas community relations department 
menurut Manion ada 4 tujuan pendidikan kepada publik 
mengenai korupsi oleh departemen ini, antara lain:78 
1) Melakukan propaganda peran ICAC dan membuatnya dapat 
dipercaya sebagai badan anti-korupsi. 
Untuk menjalankan tujuan pertama untuk propaganda 
"kisah sukses" ICAC dan membuatnya dipercaya sebagai 
badan anti korupsi dapat dilihat dengan pembentukan unit 
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yang pertama kali dibentuk oleh community relations de-
partment, yakni Press Information Office Unit ini berusaha 
mengubah persepsi publik dengan propaganda melalui pub-
likasi kepada publik mengenai kesuksesan ICAC dalam 
memberantas korupsi. Unit ini mengeluarkan press release 
ke media masa untuk membuat cerita yang di dramatir atas 
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh operations depart-
ment.  
Dengan publikasi yang banyak ke publik, departemen 
ini berusaha mengubah kepercayaan publik mengenai apa 
yang bisa dilakukan oleh ICAC. Tetapi mereka melakukan 
setting agenda hanya untuk mengekspos dengan mendram-
atisir kasus kasus yang berhasil saja dan menutup rapat 
rapat bila ada kegagalan ICAC. Penutupan informasi oleh 
ICAC diatur dalam Prevention of Bribery Ordinance, sec-
tions 30, di mana proses penyelidikan ICAC harus dira-
hasiakan dan bila ada yang pembuka penyelidikan ICAC, 
misalkan menuliskannya di media massa, maka ICAC boleh 
menuntutnya di pengadilan. Masyarakat HongKong hanya 
baru diperbolehkan mengetahui hasil penyelidikan korupsi 
yang ditangani ICAC bila tersangkanya sudah dijatuhi vonis 
oleh hakim.Departemen ini melakukan propaganda 




poster, talkshow radio, iklan layanan publik di televisi, 
membuat cerita serial drama di televisi, hingga bekerja 
sama membuat film layar lebar tentang ICAC yang diputar 
di bioskop.79 
2) Mendidik masyarakat HongKong mengenai konsep korupsi 
dengan pendekatan hukum atau legal. 
Mendidik masyarakat HongKong mengenai konsep 
korupsi dengan pendekatan hukum atau legal Departemen 
ini berusaha mendistribusikan aturan anti korupsi dengan 
media dan bahasa yang sederhana. Ada keganjilan juga 
pada waktu itu mengenai pemahaman publik mengenai 
korupsi, karena aturan korupsi yaitu Prevention of Bribery 
Ordinance, justru ditulis dengan bahasa Inggris. Padahal 
pada waktu itu kebanyakan masyarakat yang ada di 
HongKong hanya sedikit yang bisa berbahasa Inggris. 
ICAC kemudian menyebarkan dua pamflet, yang satu 
menjelaskan pelanggaran suap kepada pejabat publik, dan 
satunya lagi menjelaskan pelanggaran suap di sektor 
swasta. Departemen ini juga membuat program acara sing-
kat televisi yang mendesripsikan hukum anti korupsi yang 
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berlaku dengan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-
hari.80 
3) Memobilisasi warga negara biasa dan pejabat pejabat pub-
lik untuk bekerja sama dalam penegakan hukum, agar mau 
untuk melaporkan ke ICAC. 
Departemen ini terkait memobilisasi warga negara bi-
asa dan pejabat publik untuk bekerja sama dalam pene-
gakan hukum agar mau melaporkan korupsi ke ICAC. De-
partemen ini banyak bekerja sama dengan operations de-
partment, Departemen mulai mempublikasikan hotline di 
mana-mana, baik poster di jalanan hingga di transportasi 
publik. iklan ICAC di televisi pun sengaja di desain untuk 
menceritakan kasus sukses yang ditangani oleh ICAC agar 
publik bisa percaya terhadap ICAC. Kualitas iklan ICAC 
tidak sembarangan, karena iklan ICAC di televisi berhasil 
memenangi beberapa penghargaan iklan televisi terbaik 
Asia.81 
4) Meningkatkan biaya psikologis dan ketidaksetujuan sosial 
terhadap aktivitas korupsi. 
Tugas keempat terkait meningkatkan biaya 
psikologis dan ketidaksetujuan sosial terhadap aktivitas 
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korupsi. Aktivitas departemen ini lebih banyak dilakukan di 
sekolah-sekolah tingkat primary, secondary, dan tertiary. 
Orang-orang muda menjadi prioritas di sini karena departe-
men ini bertujuan untuk mengurangi korupsi untuk jangka 
lama. Begitu dua tahun ICAC dibentuk, departemen ini 
membuat teaching kiat bagi guru-guru sekolah untuk 
mengkaji masalah korupsi dan anti korupsi. Dalam mem-
beri teaching kiat pun langsung diajari oleh pegawai ICAC 
kepada guru-guru sekolah. Di tahun 1978, departemen ini 
ikut menyusun kurikulum bagi departemen pendidikan 
mengenai korupsi tanpa membuat mata pelajaran baru, 
tetapi dengan memasukkan pesan antikorupsi di tingkat 
sekolah tertiary (setingkat SMA). Di tahun 1995 ICAC juga 
mulai mendorong untuk mengenalkan mata kuliah etika 
bisnis di tingkat universitas. Menurut Manion, mengajarkan 
etika bisnis ke tingkat universitas bertujuan agar mencegah 
serangan kelompok bisnis yang pernah terjadi di tahun 
1976.82 
 
Selanjutnya mengenai fungsi dan strategi pencegahan yang 
dilakukan oleh prevention department. Departemen ini 
melakukan studi terhadap organisasi-organisasi departemen 
                                                          




pemerintahan, lalu berusaha memahami prosedur kerjanya untuk 
melihat peluang korupsi dan sering menyarankan untuk 
mendesain ulang prosedur yang ada untuk meminimalisasi kes-
empatan kesempatan korupsi. Alur laporan di prevention depart-
ment diawali dengan presentasi ke corruption prevention advi-
sory commitee, dan diserahkan ke departemen-departemen 
pemerintah yang menjadi klien ICAC. Analisis pencegahan 
korupsi ICAC, kemudian bertemu dengan departemen pemerintah 
yang menjadi klien dan berdiskusi untuk mencari kesepakatan un-
tuk mengimplementasikan hasil rekomendasinya. Bila kesepaka-
tan telah terjadi, analis dari ICAC lalu datang ke departemen klien 
untuk memonitor implementasinya dan menilai efektivitasnya 
apakah signifikan atau tidak.83 
 
b. Strategi Pemberantasan (Detektif dan Represif) ICAC 
Tugas utama ICAC untuk melakukan penegakan hukum be-
rada dalam operations department. Departemen ini ialah departe-
men terpenting dalam ICAC, karena di sinilah tujuan utama ICAC 
untuk melawan korupsi itu berada. Fungsi-fungsi umum departe-
men ini sebagai berikut:84 
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1) Menerima dan mempertimbangkan laporan tanpa bukti tin-
dakan korupsi. 
2) Menyelidiki dugaan pelanggaran atas tindakan korupsi ber-
dasarkan dua aturan, yaitu ICAC Ordinance dan Prevention 
of Bribery Ordinance. Semenjak tahun 2000, bertambah 
tanggung jawabnya dalam Elections (Corrupt and Illegal 
Conduct) Ordinance. 
3) Menyelidiki setiap pejabat yang dilaporkan melakukan 
pemerasan. 
4) Menyelidiki tindakan setiap pejabat yang terkait dengan 
tindakan korupsi atau kondusif melakukan korupsi. 
 
Dalam setiap kasus yang ada, pegawai ICAC melakukan 
proses penyelidikan dan penyidikan tindak korupsi, tetapi tidak 
sampai melakukan penuntutan di pengadilan. Tugas penuntutan 
dilakukan jaksa (public prosecutor) yang berada di bawah Attor-
ney General Office. Kekuatan sebenarnya ICAC berasal dari Pre-
vention of Bribery Ordinance tahun 1971. Definisi korupsi dalam 
aturan ini juga termasuk beberapa aktivitas di sektor swasta atau 
pejabat bukan dari pemerintah. Tanggung jawab ICAC nantinya 
meningkat di tahun 2000 sejak mulai diadakanya pemilihan 
umum rutin. ICAC berkewenangan untuk mengawasi politik 




Sehingga mulai tahun itu, bila para politisi berkampanye politik 
di hadapan publik, maka ICAC rutin berkampanye untuk pemilu 
yang bersih di hadapan publik.85 
Baru dua tahun berdiri, ICAC di akhir tahun 1975 mulai 
membuat prioritas. ICAC telah memiliki lebih dari 400 personil, 
dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penyelidikan 
Departemen ini mulai menggunakan strategi baru yaitu strategi 
proaktif. Fokus ICAC di tahun 1976 mulai mengarah ke pola 
korupsi yang tersindikat. Ini terlihat di laporan tahunan ICAC di 
tahun 1976 di mana Ketua ICAC Jack Cater berusaha berkomit-
men membongkar korupsi sindikat terorganisasi dalam waktu 
satu hingga dua tahun.86 
Pola korupsi tersindikat berbeda dengan pola korupsi yang 
umum seperti penyuapan yang dilakukan oleh individu. Pada 
pertengahan tahun 1970-an setiap divisi kepolisian setidaknya 
mempunyai satu sindikat kejahatan dan pola korupsinya telah ter-
atur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa begitu seseorang ikut 
dalam kesatuan kepolisian, polisi baru itu akan menemukan uang 
di lokernya secara rutin. Pola sindikat kepolisian ialah untuk 
melindungi perjudian dan peredaran obat-obatan terlarang. Men-
jadi Sersan berarti menjadi jutawan karena Sersan lah yang 
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mengatur distribusi hasil penyuapan dan menugasi polisi-polisi 
untuk memeras.87 
Kondisi ini langsung berubah secara cepat. Di bulan Mei 
1976, semua anggota kepolisian di distrik Wanchai telah berada 
di bawah penyelidikan, ditangkap, dan di interogasi oleh ICAC. 
Di bulan oktober 1977, ICAC menangkap 140 polisi dari divisi 
wilayah kowloon karena keterlibatannya dalam sindikat keja-
hatan korupsi. Di bulan yang sama, ICAC menahan 24 polisi yang 
3 di antaranya termasuk inspektur polisi orang Inggris. Dari tahun 
1974 hingga 1977, sudah 269 polisi yang dituntut di pengadilan 
dengan dakwaan korupsi. Kepolisian memprotes tindakan ICAC 
yang terus semakin banyak menangkap para polisi. Ancaman 
polisi tidak main-main, mereka mengancam untuk tidak lagi men-
jaga keteraturan sosial. Polisi-polisi yang marah kemudian 
merusak gedung ICAC, melukai 5 pegawai ICAC, berdemonstrasi 
di depan markas kepolisian. dan mulai mengancam di depan ru-
mah Gubernur HongKong.88 
Amnesti yang diberikan oleh Gubernur langsung merusak 
kepercayaan publik yang sebelumnya telah dibangun. Menurut 
Manion, amnesti ini juga rupanya justru malah membantu ICAC. 
Dengan penghentian segala penyelidikan korupsi sebelum tahun 
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1977, maka ini bisa menurunkan beban kerja operations depart-
ment. Amnesti ini membantu para penyelidik ICAC untuk ber-
henti dari penyelidikan kasus-kasus yang panjang, berbiaya ma-
hal dan sulit terkait dengan kejahatan-kejahatan korupsi di masa 
lalu, dan mengarahkan organisasi ini untuk menfokuskan sumber 
dayanya kepada pelanggaran yang baru terjadi saja. Amnesti ini 
juga berdampak pada kinerja kepolisian. Para polisi semenjak itu 
tidak takut lagi diselidiki oleh ICAC atas kejahatan masa lalunya, 
sehingga para polisi mulai ada kemauan kooperatif untuk mem-
bantu para penyelidik ICAC dalam penyelidikan korupsi. 
Pada tahun 1978 operations departement membangun sis-
tem pengawasan dan penyelidikan aktivitas perbankan. Di tahun 
tersebut juga departemen ini membangun sistem peringatan dini 
bernama “external monitoring”. Sistem ini berusaha untuk men-
cari dan mendeteksi tanda-tanda munculnya aktivitas korupsi 
kembali di wilayah yang dulunya praktik korupsi sering terjadi. 
Selanjutnya, di tahun 1994 operations department membentuk 
tim cepat tanggap bernama Quick Response Team untuk me-
nyelesaikan kasus korupsi kecil dengan jaminan respon perkara 
maksimal 48 jam. Pada tahun 1996 ICAC meluaskan 




HongKong.89 ICAC lalu bekerja sama dengan bermacam-macam 
departemen pemerintahan hingga non-department public bodies 
terutama regulatory bodies semacam Securities and Futures 
Commission dan HongKong Monetary Authority. 
Menurut ilmuwan sosial bernama Skidmore ketika menan-
yai pandangan masyarakat HongKong terhadap ICAC. Dari be-
berapa orang yang ditanyai, terdapat perspektif lain terhadap 
ICAC HongKong di mata masyarakat HongKong. Masyarakat 
HongKong bukan takut pada perilaku korupsi, tapi justru ketaku-
tan terhadap ICAC, Skidmore mengutarakannya sebagai berikut. 
"They're afraid of ICAC-afraid not to be supportive. The 
agency's reputed tactics certainly contribute to any fear 
that exists. Those whom ICAC has taken in for questioning 
say that a usual practice a to knock on the door at 4 a.m, 
achieving maximum intimidation when people are unpre-
pared. They're tough boys. 
 
(Mereka takut ICAC bukan akan tidak mau membantu. Ba-
dan ini mempunyai reputasi taktik yang menakutkan, Bagi 
setiap pihak yang ICAC tanyai akan mengatakan bahwa 
praktik biasanya adalah dengan mengetuk pintu jam 4 pagi, 
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kondisi di mana mereka bisa mengintimidasi secara maksi-
mal ketika orang-orang masih belum siap. Mereka 
tangguh). 
 
Dari sini tampak bahwa orang-orang Hong Kong tampak 
takut justru bukan karena perilaku korupsinya, tetapi oleh ICAC 
itu sendiri. 
 







                Gambar 3.2 Struktur Organisasi ICAC  
Strategi pemberantasan korupsi ICAC tercermin dari 
struktur keorganisasiannya. Dalam organisasi ICAC dibagi men-
jadi tiga departemen yaitu operations department, corruption 
prevention department, dan community relations department. 
Melalui tiga departemen ini, ICAC merencanakan dan 
mengimplementasikan strateginya dalam menghadapi korupsi. 






hukum melalui penyelidikan dan penyidikan. Tujuan departemen 
ini ialah untuk membuat tindakan korupsi sebagai perbuatan 
kriminal berisiko tinggi. Corruption Prevention Department 
melakukan pencegahan sebelum terjadinya korupsi. Tujuan de-
partemen ini ialah untuk membuat tindakan dan peluang korupsi 
yang ada lebih sulit. Community Relations Department sebagai 
bagian strategi dari pencegahan, tugasnya melakukan pendidikan 
dan propaganda mengenai citra ICAC. Tujuan departemen ini 
adalah menciptakan dan mempertahankan suasana kondisi sosial 
dan opini publik di masyarakat agar terus “mengutuk” perbuatan 
korupsi dan menjaga citra ICAC.90 
Beberapa pengamat melihat bahwa kekuasaan ICAC sangat 
besar dan seringkali kekuasaan yang dimilikinya dijuluki sebagai 
“draconian power”. Disebut seperti itu karena mempunyai 
kekuasaan melebihi kekuasaan kepolisian pada saat itu, seperti 
pegawai ICAC bisa menahan socorang tanpa surat perintah pen-
gadilan dengan batas waktu hingga 3 jam, menahan paspor 
seseorang yang terduga korupsi hingga 9 bulan dengan izin pen-
gadilan walaupun kasus terhadapnya belum dimulai, dan me-
meriksa rekening bank terduga korupsi. ICAC bahkan bisa 
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mempunyai kekuasaan untuk melarang media massa untuk me-
nutup identitas terduga korupsi sebelum adanya vonis hakim ter-
hadap terduga tersebut. Kekuasan yang paling kontroversial yang 
dimiliki oleh ICAC ialah menahan tanpa bukti bagi pejabat publik 
yang mempertahankan standar hidup di luar kemungkinan ke-
mampuan mereka sebagai pejabat publik.91 
 
B. Persamaan Dan Perbedaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia 
Dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong 
Dari pemaparan sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa analisa 
perbandingan yakni sebagai berikut: 
 
1. Check & Balance ICAC HongKong dengan KPK92 
Tabel 3.1 Check & Balance ICAC HongKong dengan KPK 
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Dari situ terlihat bahwa pada dasarnya mekanisme check and bal-
ance KPK sudah sama dengan ICAC. Bedanya, ICAC tidak memiliki 
wewenang penuntutan (yang saat ini dimiliki oleh KPK). Perubahan 
mendasar revisi UU KPK dalam struktur check and balance terletak 
pada keberadaan Dewan Pengawas, yang menggantikan Komite Etik. 
KPK pernah membentuk Komite Etik yang berisi gabungan unsur in-




pengawas, yakni Komite Penasihat berisikan masyarakat sipil (ekster-
nal). Namun, Dewan Pengawas di KPK yang baru memiliki fungsi dan 
kewenangan lebih besar dari Komite Penasihat ICAC. 
a. Tugas Dewan Pengawas KPK93 
1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK;  
2) memberikan izin atau tidak; 
3) Memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau 
penyitaan;  
4) Menyusun dan menetapkan kode etik;  
5) Menerima dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan 
pelanggaran kode etik atau ketentuan dalam Undang-Un-
dang ini; 
6) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai KPK; 
dan  
7) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK 
secara berkala. 
b. Tugas Komite Pengawas ICAC94 
1) Untuk memberi nasihat kepada Komisaris Komisi Inde-
penden Anti Korupsi tentang segala aspek masalah korupsi 
di Hong Kong; 
                                                          
93 KPK, Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas KPK Tahun 2020, Bahan Siaran Pers, 2020, 
hlm. 1. 
94 Dikutip dari website https://www.icac.org.hk., Advisory Committee on Corruption, diakses pada 




2) Menjaga agar kebijakan operasional, kepegawaian dan ad-
ministrasi Komisi ditinjau; 
3) Memberi nasihat atas tindakan yang sedang dipertim-
bangkan oleh Komisaris berdasarkan pasal 8 (2) dari Inde-
pendent Commission Against Corruption Ordinance; 
4) Menerima laporan dari Komisaris tentang tindakan 
disipliner yang diambil; 
5) Memertimbangkan perkiraan tahunan pengeluaran Komisi; 
6) Meneliti laporan tahunan Komisi sebelum diserahkan 
kepada Kepala Eksekutif; 
7) Mengirimkan laporan tahunan kepada Kepala Eksekutif 
tentang pekerjaan Komite; 
8) Untuk menarik perhatian Kepala Eksekutif, jika dianggap 
perlu, segala aspek pekerjaan Komisi atau masalah apa pun 
yang dihadapi Komisi. 
 
Selain diawasi oleh pengawas eksternal, dua lembaga tersebut 
juga memiliki pengawas internal yaitu L Group dimiliki ole ICAC dan 
Inpektorat dimiliki oleh KPK. 
a. Tugas L Group sebagai Lembaga Pengawas Internal ICAC 95 
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Unit investigasi dan pemantauan internal, L Group, ber-
tanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran disiplin staf, 
dugaan korupsi terhadap staf ICAC dan pengaduan non-kriminal 
terhadap ICAC atau stafnya. Semua tuduhan korupsi dan tindak 
pidana terkait terhadap staf ICAC menjadi perhatian Sekretaris 
Kehakiman, yang kemudian akan memutuskan apakah mereka 
harus diselidiki oleh ICAC atau lembaga penegak hukum lainnya. 
Semua investigasi yang diselesaikan dilaporkan kepada Sekreta-
ris Kehakiman dan Komite Peninjau Operasi (Operations Review 
Committee). 
b. Tugas Inspektorat Pengawas Internal KPK96 
Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan 
pengawasan internal pada Komisi Pemberantasan Korupsi, An-
tara lain: 
1) Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan,pelaksanaan, 
pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan 
kegiatan, pengembangan sistem, proses bisnis/prosedur 
operasi baku dan metode kerja dalam pelaksanaan tugas In-
spektorat; 
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2) Pelaksanaan pengawasan pada Komisi Pemberantasan 
Korupsi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan hasil pem-
berantasan korupsi;  
3) Pelaksanaan evaluasi pemantauan kegiatan manajemen 
risiko, sistem pengendalian internal, sistem informasi dan 
proses tata kelola pada Komisi; 
4) Penyusunan laporan hasil pengawasan internal pada Komisi 
Pemberantasan Korupsi disampaikan kepada Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi; 
5) Pemeriksaan bidang keuangan dan kinerja melalui pelaksa-
naan reviu keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemerik-
saan dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas dan 
kegiatan unit kerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi; 
6) Pemeriksaan terkait pelanggaran disiplin melalui penelaa-
han pengaduan, pencarian dan pengumpulan bukti-bukti, 
serta penyelidikan atas dugaan terjadinya suatu tindak pi-
dana korupsi yang dilakukan insan Komisi Pemberantasan 
Korupsi; 
7) Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan 
instansi terkait sehubungan dengan fungsi pengawasan in-
ternal;  
8) Melakukan eksaminasi atas putusan pengadilan untuk 




9) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan  
10) Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tu-
gasnya atas perintah Pimpinan. 
 
Dalam hal pengaduan tindak pidana korupsi oleh masyarakat, 
pada dua lembaga tersebut memiliki pelayanan pengaduan yaitu: 
a. Komite Aduan (ICAC Complaints Committee) 
Komite Pengaduan ICAC memantau dan meninjau semua 
pengaduan non-kriminal terhadap ICAC atau stafnya. Komite ter-
sebut terdiri dari anggota Dewan Legislatif dan anggota masyara-
kat terkemuka yang ditunjuk oleh Kepala Eksekutif. 
 
b. Direktorat Pelayanan Laporan Dan Pengaduan Masyarakat 
Direktorat ini dibawah naungan Deputi Bidang informasi 
dan Data, yang salah satu fungsinya adalah Pelaksanaan pela-






2. KPK Indonesia dan ICAC HongKong 




Tabel 3.2 Perbedaan KPK dan ICAC 
Perbandingan KPK ICAC 
Perbedaan 
Pembentukan 29 Desember 2003 14 Februari 1974 
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b.   Persamaan KPK dan ICAC 
 
  Tabel 3.3 Persamaan KPK dan ICAC 





Tujuan Membangun lembaga anti korupsi sebagai 




Menggunakan model strategi yang sama da-




Dilihat dari tabel di atas bahwa KPK dan ICAC mempunyai perbedaan 
dan persamaan. Model strategi antara KPK dan ICAC menggunakan model 
strategi yang sama yaitu dalam mengatasi korupsi (penindakan/operation, de-
tektif/respresif, pencegahan/preventif). Strategi KPK Indonesia juga 
tercermin dari struktur organisasinya. Dimana dalam organisasi KPK terdapat 
lima deputi bidang yang bisa dibagi kedalam dua bidang utama yakni bidang 
penindakan dan pencegahan. Selain itu, ada bidang lain yang bertugas sebagai 
infrastruktur oganisasi, yakni bidang informasi dan data, dan sekretariat 
jendral. Akan tetapi, peniruan secara sistematis sebuah strategi tidak selalu 
mendatangkan hasil yang sama. Hal ini dapat kita analisa melalui KPK yang 






C. Pembaharuan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
1. Perubahan Undang-Undang pemberantasan korupsi berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United  Na-
tions Convention Against Corruption    
Pada tanggal 19 – 20 Maret 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menyelenggarakan Seminar: Urgensi Pembaruan Undang Un-
dang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seminar diselenggarakan 
sehubungan dengan ratifikasi UNCAC oleh pemerintah Indonesia me-
lalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Kon-
vensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC). UU tersebut mengharuskan 
Indonesia untuk mematuhi standar UNCAC. Undang-undang Anti-
Korupsi saat ini dibentuk pada tahun 1999 dan diubah pada tahun 2001, 
sebelum diberlakukannya UNCAC. Oleh karena itu, beberapa ketentuan 
yang diamanatkan oleh UNCAC tidak diadopsi dalam Undang-Undang 
Anti Korupsi Indonesia saat ini. 
Karenanya, berdasarkan tinjauan implementasi UNCAC, Indone-
sia perlu meningkatkan undang-undang antikorupsi dan mengadopsi 4 
jenis korupsi sebagai tindak lanjut, yaitu :97 
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a. Perdagangan pengaruh (trading in influence). 
b. Memperkaya diri secara ilegal (illicit enrichment).  
c. Penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector) 
d. Penyuapan asing (foreign bribery). 
Ketentuan ini dapat meningkatkan kapasitas negara pihak untuk 
mengendalikan dan mencegah korupsi. Berikut penjelasannya: 
1) Perdagangan pengaruh (trading in influence).98 
Negara Indonesia yang telah mengesahkan Konvensi Anti 
Korupsi yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) atau United Nation Covention Against Corruption (UN-
CAC) dengan Undang-undang No 7 tahun 2006.  Pasal 18 UN-
CAC menyatakan Negara pihak termasuk Indonesia wajib mem-
pertimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan tinda-
kan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan se-
bagai tindak pidana, (UNCAC) berbunyi : 
- Pasal 18 (a)  
The promise, offering or giving to a public official or any 
other person, directly or indirectly, of an undue advantage 
in order that the public official or the person abuse his or 
her real or supposed influence with a view to obtaining 
from an administration or public authority of the State 
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Party an undue advantage for the original instigator of the 
act or for any other person; 
 
(Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik 
atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas 
suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat pub-
lik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan 
pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada 
dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak 
semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan 
kewenangan publik untuk kepentingan orang yang men-
gusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain); 
 
- Pasal 18 (b)  
The solicitation or acceptance by a public official or any 
other person, directly or indirectly, of an undue advantage 
for himself or herself or for another person in order that the 
public official or the person abuse his or her real or sup-
posed influence with a view to obtaining from an admin-
istration or public authority of the State Party an undue ad-
vantage. 
(Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau 




keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri 
atau orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut 
menyalahgunakan pengaruhnya yang ada padanya atau di-
anggap ada dengan maksud memperoleh keuntungan yang 
tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan 
kewenangan publik.) 
 
Dari pasal 18 UNCAC tersebut terlihat adanya dua pihak 
atau lebih yang melakukan hubungan transaksional yang tidak 
sah atau tid-ak patut yang berakibat merugikan publik, masyara-
kat, rakyat, atau negara. Postulat moral keberadaan ketentuan ter-
sebut adalah larangan keberadaan praktek perdagangan 
kewenangan atau pengaruh yang sejatinya milik publik, lalu di-
alihkan menjadi milik individual dan diperdagangkan di pasar 
gelap. Praktek suap untuk izin pertambangan, reklamasi, pem-
bangunan gedung, kolusi dalam pembuatan peraturan atau un-
dang-undang yang marak dewasa ini, merupakan tipologi per-
buatan memperdagangkan pengaruh. 
Transaksi jual beli pengaruh selalu melibatkan kekuasaan 
politik dan kekuatan ekonomi. Untuk itu, penentuan perbuatan 
yang tidak dikehendaki seperti perdagangan pengaruh, mem-
perkaya diri secara tidak sah, didasarkan atas premis sifat berba-




politik serta munculnya kemiskinan struktural yaitu sistem hub-
ungan sosial ekonomi yang tidak adil karena yang miskin tetap 
atau tambah miskin sedang yang kaya tambah kaya. Kesenjangan 
sosial berupa jurang perbedaan antara kelompok kaya dibanding 
golongan miskin secara perlahan membuat rapuh bangunan sosial 
ketahanan negara.   
Di dalam masyarakat Indonesia saat ini ada area kelabu an-
tara kewenangan publik dan motif untuk kepentingan individual 
dari pejabat publik. Praktek keberadaan perdagangan pengaruh 
tidak dikehendaki oleh masyarakat beradab, karena keberadaan 
perbuatan tersebut merusak tatanan moral dan menghancurkan 
tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya perbuatan mem-
perdagangkan pengaruh dan memperkaya diri secara tidak sah 
selalu menimbulkan ironi demokrasi berupa kesenjangan sosial 
ekonomi yang merusak kohesi sosial persatuan bangsa Indonesia 
yang majemuk.  
Sebagaimana dijelaskan dalam UNCAC, bahwa “Pejabat 
Publik” adalah :  
a. Setiap orang yang memegang jabatan legislatif, ekseku-
tif/administratif atau yudikatif , baik diangkat atau dipilih, 
baik tetap atau sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, 




b. Setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk 
untuk instansi publik atau perusahaan publik, atau yang 
memberikan pelayanan umum;  
c. Setiap orang yang didefinisikan sebagai “Pejabat Publik” 
dalam perundang-undangan Negara Pihak. (Pejabat publik 
dapat berarti setiap orang yang melaksanakan fungsi publik 
atau memberikan pelayanan umum).   
 
Perbuatan ilegal memperdagangkan pengaruh (dalam UN-
CAC) ini bertali-temali dengan tindakan asosial lainnya yaitu 
memperkaya diri secara tidak sah (pasal 20), penyuapan di sektor 
swasta (pasal 21), penggelapan kekayaan di sektor swasta (pasal 
22) yang membahayakan negara.  Hal ini menuntut adanya 
pengaturan hukum yang tegas supaya tubuh negara kesatuan RI 
tidak mengidap penyakit kanker korupsi yang kronis dan menjaga 
kekayaan negara agar tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak 
bermental korup.  Revolusi mental yang digulirkan pemerintahan 
saat ini harus di realisasikan dalam bentuk perangkat hukum yang 
berspirit kerakyatan. Instrumen hukum yang berdaulat akan 
berdampak bagi iklim sosial ekonomi yang kondusif dan mem-
beri payung hukum bagi dunia usaha yang sehat, sehingga pelaku 




nanaman modal dan habitat perdagangan yang prospektif me-
nyuburkan pertumbuhan ekonomi harus terjamin dengan adanya 
penegakan hukum yang berintegritas, bukan karena ada koneksi 
kolutif dengan penyelenggara negara yang memperdagangkan 
pengaruh atau menyalahgunakan kewenangan. 
 
2) Memperkaya diri secara ilegal (illicit enrichment).99 
Konsekuensi logis dari pasal 20 Kovensi PBB tentang Anti 
Korupsi maka negara Indonesia wajib mempertimbangkan untuk 
mengadopsi memberlakukan larangan memperkaya diri secara 
tidak sah yaitu adanya peningkatan secara signifikan dalam aset 
kekayaan pejabat publik yang tidak dapat ia jelaskan secara wajar 
dan masuk akal berkaitan dengan penghasilannya. Apalagi, ada 
data bahwa 6000 WNI menyimpan dana di luar negeri. Hal ini 
menunjukkan betapa banyak orang Indonesia mengabaikan na-
sionalisme ekonomi dan nasib rakyat lemah serta lebih mement-
ingkan penumpukan harta pribadi. Untuk itu fungsi protektif 
hukum pidana korupsi harus direalisasikan dalam praktek pendis-
tribusian ekonomi yang adil dan penegakan kedaulatan hukum 
nasional, salah satunya adalah pengembalian kerugian keuangan 
negara yang diperoleh oleh koruptor harus dikembalikan kepada 
rakyat yang masih berada dalam kemiskinan.  
                                                          




Seperti diberitakan berbagai media bahwa data Badan Pusat 
Statistik pada bulan Maret 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan 
di Indonesia mencapai 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta 
orang. Banyak rakyat miskin di satu pihak dan di pihak lain 
trilyunan uang negara Indonesia dikorupsi oleh koruptor merupa-
kan ironi bagi negara yang berideologi keadilan sosial dan ber-
perikemanusiaan yang adil dan beradab.  Negara dan rakyat In-
donesia saat ini sedang berperang melawan korupsi politik yang 
dilakukan oleh pemegang kekuasaan politik elektoral dan korupsi 
vertikal yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara yang mem-
pergunakan instrumen kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada 
dirinya.  
Penegakan hukum Indonesia harus secara efektif dapat 
memberi sanksi korporasi yang melanggar hukum Indonesia. 
Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 
terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan 
hukum.  Hingga saat ini penyidik dan penuntut umum di Indone-
sia masih gampang untuk menyeret korporasi ke meja hijau, se-
hingga kejahatan korporasi yang melakukan korupsi atau 
berkolusi dengan pejabat yang memperdagangkan pengaruh tidak 
tersentuh oleh sanksi hukum. Korporasi saat ini banyak dijadikan 
instrumen melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, 




menyembunyikan kekayaan dan menghindari pajak yang banyak 
merugikan negara Indonesia.  
Hingga saat ini negara Indonesia masih termasuk kelompok 
negara terkorup di dunia.  Sebagai contoh tahun 2020 IPK Indo-
nesia hanya berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 
dari 180 negara, ternyata predikat negara Indonesia sebagai 
negara korup  masih memprihatinkan. Predikat negara Indonesia 
berada dalam kelompok negara yang kejahatan korupsinya terjadi 
secara sistemik dan meluas membuat orang Indonesia menjadi 
malu dalam konperensi tentang korupsi di forum internasional. 
Untuk itu perlu dibangun kesadaran kolektif bangsa untuk tidak 
korupsi. Membangun sikap mental yang berada dalam perangkat 
lunak (software) alam batin, menuntut komitmen nyata dan 
keteladanan pemimpin, pejabat tinggi, penyelenggara negara, 
wakil rakyat, publik figur untuk proaktif  bersikap toleransi nol 
terhadap korupsi.   
 Perbuatan para koruptor yang memperkaya diri secara 
tidak sah yang berdampak pada kualitas daya saing sumberdaya 
manusia Indonesia mempunyai hubungan kausal dengan kewi-
bawaan negara dan martabat bangsa Indonesia. Korupsi dengan 
berbagai turunannya seperti suap, kolusi, pemerasan halus mem-
pergunakan kewenangan sebagai pejabat akan menurunkan po-




negara lain. Etos bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang harus 
selalu direvitalisasi melalui kerja keras tanpa korupsi. Negara In-
donesia Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengalaman 
pahit praktek korupsi era orde baru yang memunculkan ketid-
akadilan sistemik dan mengakibatkan krisis ekonomi politik dan 
berujung gerakan reformasi.  
Konsekuensi logis dari orang yang berpredikat pejabat pub-
lik harus dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku dan hasil 
perbuatannya kepada publik.  Pejabat publik memiliki fasilitas 
dan kewenangan yang diamanatkan oleh rakyat. Konsekuensi 
yuridisnya, pejabat publik yang memperdagangkan pengaruh dan 
memperkaya diri secara tidak sah harus dapat mempertanggung-
jawabkan perbuatannya yang asosial secara hukum. Kewibawaan 
wajah negara Indonesia di mata internasional dan nasional perlu 
terus dijaga dengan menghidupkan fungsi protektif hukum pi-
dana. Hukum yang adil dan berdaulat sejatinya dapat membangun 
optimisme masa depan negara.  Revitalisasi hukum pidana dan 
peningkatan profesionalisme penegak hukum pidana yang berke-
lanjutan merupakan keniscayaan. Penegakan hukum pidana yang 
berintegritas merupakan salah satu komponen ketahanan negara 





3) Penyuapan di sektor swasta (bribery in the private sector) dan 
penyuapan asing (foreign bribery). 
Suap di sektor swasta dan suap asing adalah ketentuan un-
tuk mengatasi masalah korupsi di sektor swasta. Suap di sektor 
swasta memperkenalkan suap aktif dan pasif di sektor swasta. Se-
dangkan, suap asing melarang suap aktif yang berlaku untuk pe-
jabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, 
bukan pejabat publik nasional. 
 
Keempat jenis korupsi di atas adalah hal baru bagi Indonesia dan 
tidak pernah dianggap sebagai kejahatan sebelumnya. Diskusi dan de-
bat yang intensif tentang keempat ketentuan ini penting, terutama ten-
tang bagaimana penyusunan hukum dari ketentuan ini harus diambil 
dan bagaimana menegakkan ketentuan ini di Indonesia. Tujuan adanya 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pember-
antasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak hanya memperbaiki keku-
rangan yang terkandung dalam Undang-Undang Tindak Pidana 
Korupsi saat ini, seperti mengadopsi semua ketentuan yang disyaratkan 
UNCAC, mendefinisikan kembali kerugian negara, memperluas jenis 
instrumen hukuman, dan memberikan prosedur yang jelas untuk 
mendapatkan ganti rugi dan kompensasi kerusakan yang terjadi dari 




menekankan otoritas KPK sebagai lembaga yang berwenang untuk me-
nyelidiki dan menuntut korupsi. 
 
2. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Entitas keberadaan hukum tidak lepas dari nilai etis, nilai logis, 
nilai estetis, karena hukum atau undang-undang bukan peti kemas yang 
kosong (empty container) dan sejatinya undang-undang bersukma 
keadilan dan berspirit kerakyatan. Hukum senantiasa bergerak sentrif-
ugal kearah perkembangan politik, ekonomi, budaya, serta bergerak 
secara sentripetal ke arah nilai logis (kebenaran), nilai etis (keadilan) 
dan nilai estitis (harmoni sosial). Dengan demikian, keberadaan hukum 
akan dapat memberikan perlindungan atau fungsi protektif bagi marta-
bat kemanusiaan. 
  Dalam praktek penerapan hukum, akan selalu terlibat faktor-
faktor substansi hukum, hukum acara, partisipasi masyarakat, kondisi 
sosial, politik, ekonomi dan budaya, aparat penegak hukumnya. Se-
hingga untuk sampai pada tujuannya yaitu kebenaran dan keadilan, 
penegakan hukum, dituntut untuk selalu menjaga dan mengevaluasi 
agar faktor-faktor yang terlibat tersebut berperan secara positif. 
a. Independensi KPK100 
Dalam dasar pertimbangan diberlakukannya UU No. 30 Ta-
hun 2002 dengan jelas disebutkan bahwa pemberantasan tindak 
                                                          




pidana korupsi ditingkatkan secara professional. Karena sebelum 
adanya UU No. 30 Tahun 2002 atau sebelum adanya lembaga 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberantasan tindak pi-
dana korupsi tidak dilaksanakan secara professional. Hal ini men-
jadi tantangan dan kewajiban moral, bagi institusi dan orang-
orang yang ada di lembaga KPK untuk memenuhi standar profe-
sionalisme, yaitu memiliki knowledge, skill legal technical ca-
pacity, dan moral integrity.  Dalam perspektif profesionalisme 
secara umum, tiga komponen tersebut paling tidak dikuasai, se-
dangkan untuk KPK yang menyandang harapan publik nasional 
maupun internasional, maka tiga komponen profesionalisme ter-
sebut harus terisi secara optimal, di atas rata-rata dan unggul. 
  Adanya UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah karena lembaga 
pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi tidak (belum) 
berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pi-
dana korupsi.  Hal ini juga harus dijawab oleh lembaga KPK dan 
orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga pemberantasan tin-
dak pidana korupsi di Indonesia di mata rakyat Indonesia dan 
masyarakat internasional berjalan secara efektif dan efisien. Ja-
waban positif tersebut, akan memenuhi  kehendak pasal 43 UU 
No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 
Tahun 2001 tentang relevansi sosial politik dan yuridis perlunya  




Independensi KPK sebagai lembaga negara merupakan 
“Mahkota” bagi KPK dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal 
ini juga harus dijaga oleh orang-orang KPK sendiri, institusi dan 
orang-orang di luar KPK yang memiliki kekuasaan politik dan 
kekuatan ekonomi. Dalam praktek penegakan hukum, sering ter-
jadi godaan kekuatan ekonomi dan tantangan pengaruh 
kekuasaan politik, atau godaan “romantisme” perkawanan, sen-
ioritas, ketokohan, pemuka agama, dan lain sejenisnya.  Dengan 
demikian, adanya pengaruh dari hal-hal tersebut. 
 
b. KPK Sebagai Organ Konstitusional Yang Diatur Dalam UUD 
1945. 
Keadilan sejatinya merupakan perekat kohesi sosial dan 
menjadi elemen determinan dalam proses pembangunan yang 
inklusif.  Kesaksian sejarah menunjukkan bahwa di mana terjadi 
kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan korupsi politik yang-
berkualifikasi extra ordinary crimes maka akan terjadi revolusi 
sosial.  Hal ini telah ditunjukkan dalam kerajaan Mesir Kuno, Ba-
bilonia, Kerajaan di Cina, India, Yunani Romawi, Dinasti Abassi-
yah, Presiden Marcos, dan sejenisinya.  Fenomena ini telah men-
jadi hukum alam atau Sunnatullah. Dengan demikian wacana me-




ranah KOSMOS atau UUD 1945 berkorelasi dengan momentum 
sebagaimana yang terjadi pada lembaga yang lahir pada momen-
tum reformasi dan peralihan dari Orde Baru ke era reformasi. 
Dengan catatan tambahan tentang nama yang permanen sesuai 
dengan kaidah lembaga hukum di dunia internasional.  Karena hal 
ini terkait dengan institusi penegak hukum lain seperti kepolisian, 
kejaksaaan dan pengadilan yang menyangkut hakim ad hoc.101 
Banyaknya dukungan masyarakat terhadap langkah hukum 
KPK merupakan konsekuensi etis dari posisi sosial dan memikul 
tanggungjawab harapan masyarakat terhadap KPK dalam pem-
berantasan korupsi. Banyak warga masyarakat berpendapat 
bahwa orang-orang KPK adalah orang-orang yang sudah selesai 
dengan dirinya, sehingga tidak akan mempergunakan posisi se-
bagai orang KPK untuk kepentingan politik, ekonomi, dan popu-
laritas sesaat.  
Kejujuran merupakan akhlak yang terpuji yang menunjuk-
kan kebenaran. Orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 
kepercayaan, cinta dan kehormatan. Orang yang jujur tidak akan 
takut dan galau dalam berinteraksi dengan berbagai masalah da-
lam pergaulan sosial, karena berada dalam suasana hati mantap 
dan merasa terlindungi oleh Yang Maha Tahu dan Maha Adil.  
                                                          




Kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan. Kejujuran terman-
ifestasikan dalam kegembiraan bagi diri sendiri, orang lain dan 
masyarakat.  Kejujuran akan menjadi nutrisi bathin, karena hati 
menjadi sehat dan bening serta tidak terkontaminasi oleh ke-
bohongan, keculasan dan hal-hal yang bersifat manipulatif.  Se-
jatinya manusia dianugerahi hati nurani  oleh Yang Maha Pen-
cipta, sehingga seharusnya tidak berdusta. Integritas berkorelasi 
dengan tersedianya energi dari dalam dan pola (template) atau 
prinsip yang membentuk arah pertumbuhan.  Integritas memiliki 
dimensi kejujuran, moralitas, tanggungjawab, satu kata dengan 
perbuatan, konsisten terhadap kaidah kesuksesan.   
  Di dalam masyarakat banyak terjadi area kelabu antara 
kewenangan publik dan motif untuk kepentingan individual dari 
pejabat publik.  Perbuatan yang berada di area kelabu tidak mem-
iliki kebaikan, kebenaran, keadilan dan kemanfaatan bagi 
masyarakat banyak. Untuk itu, orang yang berintegritas akan 
dapat memisahkan antara jabatan yang disandangnya sebagai ar-
tefak dengan pribadinya yang otentik.  Sikap berintegritas ini se-
jatinya menular dan menjadi kesadaran kolektif dalam budaya in-
stitusi. 
Integritas berkorelasi dengan pilihan nilai atau ideologi 
yang dianut oleh seseorang yang diyakini sebagai kepantasan.  




yang terpancarkan kepada orang lain. Pilihan nilai tersebut meru-
pakan akumulasi kebiasaan, keterampilan, pengalaman, kemam-
puan dan nilai-nilai yang dianut. Pancaran citra yang secara 
kontinyu dan persisten dibiasakan dengan sadar dan berkelanju-
tan menjadi identitas diri dari orang tersebut. 
 
3. Kebijakan Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan UU KPK102 
Pasca perubahan Undang-undang KPK, terdapat beberapa hal 
yang prinsip terkait arah pemberantasan korupsi ke depannya. Selanjut-
nya penulis membagi dalam 3 kategori yakni tentang status dan 
kedudukan organisasi, penanganan kasus, serta tugas dan kewenangan 
KPK. 
a. Status dan Kedudukan Organisasi KPK 
1) KPK merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan 
eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan manapun. 
2) KPK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia 
dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Re-
publik Indonesia. 
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3) Menghilangkan ketentuan KPK dapat membentuk perwaki-
lan di daerah provinsi. 
4) Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai apara-
tur sipil Negara. 
5) Jika penyelidik, penyidik dan pegawai KPK belum bertatus 
sebagai ASN, maka dalam jangka waktu paling lama 2 ta-
hun sejak undang-undang ini berlaku dapat diangkat se-
bagai Pegawai ASN sepanjang memenuhi ketentuan pera-
turan perundang-undangan. 
6) Pimpinan KPK berusia minimal 50 tahun, maksimal 65 ta-
hun pada proses pemilihan. 
7) Penambahan pimpinan KPK dapat berhenti atau diberhen-
tikan karena melakukan perbuatan tercela. 
8) Tidak ada lagi tim penasehat KPK. 
9) Adanya penambahan Dewan Pengawas dalam komposisi 
KPK dan berusia 55 tahun 
10) Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dil-
aksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan KPK 
periode tahun 2019-2023. 
11) Dewan pengawas tidak terbatas pada aparat penegak 




minimal adalah pendidikan S1 dan berasal dari unsur 
pemerintah serta masyarakat. 
12) Pimpinan KPK yang mengundurkan diri dilarang untuk 
menduduki jabatan publik sejak jangka waktu 5 tahun tang-
gal pengunduran diri. 
13) Anggota pengganti jika terjadi kekosongan pimpinan KPK, 
dipilih dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih di DPR, 
sepanjang masih memenuhi persyaratan, melanjutkan sisa 
masa jabatan pimpinan KPK yang digantikan. 
14) Menghilangkan ketentuan bahwa pimpinan KPK adalah 
penyidik dan penuntut umum. 
 
b. Penanganan Kasus Oleh KPK 
1) KPK hanya berwenang menangani perkara korupsi dalam 
dua hal, yakni perkara korupsi yang melibatkan aparat 
penegak hukum dan perkara korupsi yang menimbulkan ke-
rugian negara minimal Rp 1 milyar. 
2) Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh 
KPK, terhitung sejak tanggal penetapan pemeriksaan ter-
sangka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara 
pidana. 
3) KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan ter-




penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling 
lama 2 tahun. 
4) Penghentian penyidikan dan penuntutan dapat dicabut oleh 
pimpinan KPK apabila ditemukan bukti baru yang dapat 
membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntu-
tan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana di-
maksud dalam peraturan perundang-undangan 
5) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan pe-
rundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Un-
dang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
6) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua tindakan 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana 
Korupsi yang proses hukumnya belum selesai harus dil-
akukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini. 
 
c. Tugas dan Kewenangan KPK 
1) Penambahan tugas melaksanakan penetapan hakim dan pu-
tusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap. 
2) Penegasan kewajiban KPK membuat laporan pertanggung-





3) Penambahan pelaksanaan tugas supervisi ditetapkan me-
lalui Peraturan Presiden. 
4) Penambahan kewajiban KPK dalam menyusun kode etik 
pimpinan dan pegawai KPK 
 
 Perubahan Undang-Undang ini diharapkan agar KPK mampu 
melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi 
secara optimal.  Namun pada faktanya KPK tidak mengimplementasi-
kan apa yang diamanatkan oleh UNCAC tersebut. Padahal apabila KPK 
menerapkan anjuran UNCAC, KPK dapat mengendalikan dan 
mencegah korupsi dengan maksimal.  Dari tiga kategori berupa status 
dan kedudukan organisasi KPK, penanganan kasus, serta tugas dan 
kewenangan, KPK belum menerapkan jenis-jenis korupsi yang diatur 
oleh UNCAC berdasarakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 







1. Model strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi antara KPK 
dan ICAC menggunakan model strategi yang sama yaitu dalam 
mengatasi korupsi (penindakan/operation, detektif/respresif, 
pencegahan/preventif). KPK menggunakan strategi Preventif, Detektif 
dan Represif. Sedangkan ICAC menggunakan strategi Prevention, In-
vestigation, dan education. Akan tetapi, pelaksanaan Pencegahan Dan 
Pemberantasan Korupsi antara KPK dan ICAC berbeda, terlihat dari 
struktur organisasinya. KPK mempunyai 5 deputi dalam pencegahan 
dan pemberantasan korupsi. Sedangkan ICAC hanya memiliki 3 deputi. 
2. Persamaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Antara 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan Independent 
Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong adalah mempunyai 
tujuan dan strategi pencegahan dan pemberantasan yang sama 
sedangkan perbedaan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 
Antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Dengan Inde-
pendent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong terletak 
pada pelaksanan nya dimana pencegahan yang dilakukan KPK yaitu 
dengan pendekatan pendidikan dengan memasukan antikorupsi sebagai 




pemberantasan, KPK boleh melakukan penuntutan tetapi ICAC tidak 
dapat melakukan penuntutan. 
3. Pembaharuan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di 
Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasari oleh tin-
jauan implementasi UNCAC. Indonesia perlu meningkatkan undang-
undang antikorupsi dan mengadopsi 4 jenis korupsi sebagai tindak 
lanjut, yaitu perdagangan pengaruh (trading in influence), memperkaya 
diri secara ilegal (illicit enrichment), penyuapan di sektor swasta (brib-
ery in the private sector), penyuapan asing (foreign bribery). 
 
B. Saran  
1. Peniruan model strategi tidak hanya secara sistematis, tetapi peniruan 
secara menyeluruh hingga kepada struktur organiasai dan tata cara 
pelaksanaan strategi. Struktur organisasi KPK terlalu gemuk jika 
dibandingkan dengan ICAC, sehingga berdampak pada pelaksanaan 
pemberantasan korupsi yang kurang efektif apabila dibandingkan 
dengan ICAC. Peniruan model dan tatacara pelaksanaan strategi secara 
menyeluruh diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara 
yang bebas korup dan dapat menurunkan angka korupsi di Indonesia. 
2. Pencegahan yang dilakukan KPK selain dengan pendekatan pendidikan 




keagaaman, KPK diharapkan untuk menggunakan pendekatan hukum. 
Sehingga upaya pencegahan akan semakin berhasil dengan melihat 
pelaksanaan yang digunakan oleh negara yang berhasil menurunkan 
angka korupsi seperti yang digunakan oleh ICAC.  
3. Diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar sesuai tinjauan im-
plementasi UNCAC dibarengi dengan perubahan struktur organisasi 
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